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PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 

tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan 

beberapa penyesuaian menjadi berikut:  

1. Konsonan Tunggal 

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dillihat pada halaman berikut : 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż ذ
Zet (dengan titik di 

atas) 

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ ص
es (dengan titik di 

bawah) 

 Ḍad ḍ ض
de (dengan titik di 

bawah) 
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 Ṭa ṭ ط
te (dengan titik di 

bawah) 

 Ẓa ẓ ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain …`… koma terbalik (di atas)` ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ھ

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 

A. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ـَ

 Kasrah I I ـِ

 Dammah U U ـُ
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2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai 

berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 يْ.َ..
Fathah dan 

ya 
Ai a dan u 

 وْ.َ..
Fathah dan 

wau 
Au a dan u 

Contoh: 

 kataba  كَتبَََ -

 fa`ala  فَعلَََ -

 suila  سُئلََِ -

 kaifa  كَيْفََ -

 haula  حَوْلََ -

 

B. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 ا.َ..ى.َ..
Fathah dan alif 

atau ya 
Ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas ى.ِ..

 Dammah dan wau Ū u dan garis di atas و.ُ..

Contoh: 

 qāla  قاَلََ -

 ramā  رَمَى -

 qīla  قيِْلََ -

 yaqūlu  يقَوُْلَُ -
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C. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta’ marbutah hidup 

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah “t”. 

2. Ta’ marbutah mati 

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah “h”. 

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ 

marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

Contoh: 

 raudah al-atfāl/raudahtul atfāl  رَؤْضَةَُالأطَْفاَلَِ -

رَةَُ -  al-madīnah al-munawwarah  الْمَدِيْنَةَُالْمُنوََّ

 talhah   طَلْحَةَْ -

 

D. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, 

yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

لََ -  nazzala  نزََّ

 al-birr  البرَِ  -

 

E. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas: 

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung 

mengikuti kata sandang itu. 



 
 

xiii 
 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan 

dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan 

bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan 

tanpa sempang. 

Contoh: 

جُلَُ -  ar-rajulu  الرَّ

 al-qalamu الْقلََمَُ -

 asy-syamsu الشَّمْسَُ -

 al-jalālu الْجَلالََُ -

 

F. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang 

terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

 ta’khużu تأَخُْذَُ -

 syai’un شَيئَ  -

 an-nau’u النَّوْءَُ -

 inna إنََِّ -

 

G. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, 

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang 

mengikutinya. 

Contoh: 

ازِقِيْنََ - َاللهََفهَُوََخَيْرَُالرَّ  /Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn وََإنَِّ

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 
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 Bismillāhi majrehā wa mursāhā بِسْمَِاللهَِمَجْرَاھَاَوََمُرْسَاھَاَ -

 

H. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri 

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

َِالْعاَلَمِيْنََ -  /Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn الْحَمْدَُللهَِرَب 

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn 

حِيْمَِ - حْمنَِالرَّ  Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm  الرَّ

 

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf 

kapital tidak dipergunakan. 

Contoh: 

َرَحِيْمَ  -  Allaāhu gafūrun rahīm  اللهَُغَفوُْر 

َِالأمُُوْرَُجَمِيْعاً -  Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an  لِِل 

-  

I. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. 

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman 

tajwid. 
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RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN 

AKIBAT PEMALSUAN AKTA CERAI 

(Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Purbalingga Nomor : 

1331/Pdt.G/2023/PA.PBG.) 

 

ABSTRAK 

Aktsa Fatharani 

NIM.2017302106 

 

Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 Pasal 22 menyatakan bahwa 

perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk 

melangsungkan perkawinan. Untuk perkawinan yang tidak memenuhi syarat tidak 

dengan sendirinya menjadi batal, melainkan harus diputus oleh pengadilan sesuai 

dengan PP nomor 9 tahun 1975. Dalam kasus yang terjadi di pengadilan Agama 

Purbalingga dengan Nomor 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg hakim telah melakukan 

pembatalan perkawinan dikarenakan akta cerai telah dipalsukan oleh pihak suami 

yang terdahulu tanpa sepengetahuan istri. Sehingga pihak istri yang telah menikah 

lagi harus dibatalkan perkawinanya karena secara hukum masih terikat dengan 

perkawinan sebelumnya.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar dan pertimbangan hukum 

yang digunakan (ratio decidendi) hakim dalam memutus perkara No. 

1331/Pdt.G/2023PA.Pbg serta untuk mengetahui akibat hukumnya ditinjau dari 

hukum positif. Metodologi yang digunakan adalah metode kepustakaan (library 

research) dengan pendekatan kasus (case approach). Metode analisa data dengan 

pendekatan kualitatif yang berpedoman pada Undang-Undang Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam. 

Berdasarkan analisis penelitian dapat disimpulkan bahwa putusan perkara 

nomor 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg, sebagai ratio decidendi hakim telah mendasarkan 

pertimbangan hukumnya pada akta cerai palsu sebagai fakta hukum. Namun dalam 

pertimbangannya, hakim tidak menilai lebih lanjut seperti kemungkinan terjadinya 

dukhul. Akibat hukum yang timbul dari pembatalan perkawinan bagi suami istri 

pada perkara tersebut yaitu perkawinan menjadi putus sehingga hubungan suami 

istri di antara keduanya menjadi tidak sah dan bagi para pihak yang dibatalkan 

perkawinannya statusnya kembali seperti keadaan semula sebelum terjadi 

perkawinan karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. 

 

Kata Kunci : Ratio Decidendi, Pembatalan Perkawinan, Akta Cerai 

 

 

 

 

 



 
 

xvi 
 

DAFTAR ISI 

Table of Contents 
RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN 

AKIBAT PEMALSUAN AKTA CERAI ............................................................ 0 

(Studi Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 

:1331/Pdt.G/2023/PA.PBG.) ................................................................................. 0 

PERNYATAAN KEASLIAN ................................................................................ i 

LEMBAR PENGESAHAN .................................................................................. ii 

NOTA DINAS PEMBIMBING ........................................................................... iii 

MOTTO ................................................................................................................ iv 

PERSEMBAHAN .................................................................................................. v 

KATA PENGATAR ............................................................................................ vii 

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN ............................. ix 

ABSTRAK ........................................................................................................... xv 

DAFTAR ISI ....................................................................................................... xvi 

DAFTAR TABLE .............................................................................................. xix 

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... xx 

DAFTAR SINGKATAN .................................................................................... xxi 

DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................... xxii 

BAB I ...................................................................................................................... 1 

PENDAHULUAN .................................................................................................. 1 

A. Latar Belakang Masalah ........................................................................... 1 

B. Definisi Operasional ................................................................................... 9 

C. Rumusan Masalah .................................................................................... 12 

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian ............................................ 12 

E. Kajian Pustaka ......................................................................................... 13 

F. Metodologi Penelitian .............................................................................. 18 

G. Sistematika Pembahasan ......................................................................... 21 

BAB II .................................................................................................................. 23 

Konsep Umum Pembatalan Perkawinan .......................................................... 23 

A. Konsep Umum Perkawinan .................................................................... 23 

1. Pengertian Perkawinan ........................................................................... 23 



 
 

xvii 
 

2. Dasar Hukum ............................................................................................. 25 

3. Syarat sah atau Rukun perkawinan......................................................... 26 

4. Asas Perkawinan .................................................................................... 32 

5. Macam-macam Perkawinan ................................................................... 33 

6. Larangan Perkawinan ............................................................................. 37 

B. Konsep Umum Pembatalan Perkawinan ............................................... 42 

1. Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam .................................... 42 

3. Pembatalan Perkawinan Merujuk Pada Hukum Positif ......................... 49 

BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA  

NOMOR 1331/Pdt.G/2023/PA.PBG ................................................................ ..57 

A. Kewenangan Pengadilan ......................................................................... 57 

B. Ratio Decidendi Hakim sebagai Dasar Putusan pengadilan ................ 60 

C. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 

1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg ................................................................................. 62 

1. Subjek Hukum Dalam Kasus Permohonan Pembatalan Perkawinan No. 

1331/Pdt.G/2023/Pa.Pbg ................................................................................ 62 

2. Duduk Perkara Permohonan Pembtalan Perkawinan di Pengadilan 

Agama Purbalingga No. 1331/Pdt.G/2023/Pa.Pbg ........................................ 63 

3. Alat Bukti Pada Kasus Pembatalan Perkawinan No 1331/Pdt.G/ 

2023/Pa.Pbg. .................................................................................................. 65 

4. Pertimbangan Hakim dalam Kasus Permohonan Pembatalan Pekawinan 

No 1331/Pdt.G/2023/Pa.Pbg .......................................................................... 66 

5. Amar Putusan dalam Kasus Permohonan Pembatalan Pekawinan No 

1331/Pdt.G/2023/Pa.Pbg ................................................................................ 69 

BAB IV ................................................................................................................. 71 

ANALISIS RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM PEMBATALAN 

PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN AKTA CERAI ............................. 71 

A. Ratio Decidendi Hakim Dalam Pembatalan Perkawinan Akibat 

Pemalsuan Akta Cerai pada putusan Nomor:1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg ... 72 

B. Implikasi Pembatalan Perkawinan  Pada Putusan Perkara Nomor: 

1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg Terhadap Status Perkawinan Dalam Hukum 

Positif ................................................................................................................ 87 

BAB V ................................................................................................................... 95 

KESIMPULAN DAN SARAN ........................................................................... 95 

A. Kesimpulan ............................................................................................... 95 



 
 

xviii 
 

B. Saran ......................................................................................................... 97 

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 98 

LAMPIRAN- LAMPIRAN .............................................................................. 104 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ......................................................................... 126 

 

 

 

  



 
 

xix 
 

DAFTAR TABEL 

 

Table 1. Konsonan 

Tabel 2. Vokal Tunggal Monoftong 

Tabel 3. Vokal Rangkap Diftong 

Tabel 4. Maddah 

Tabel 5. Ta’Marbutah 

Tabel 6. Hamzah Yan di Translittrasikan Dengan Apostof 

Tabel 7 Huruf Kapital 

 

  



 
 

xx 
 

 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 1 : Wawancara bersama Hakim Pengadilan Agama Purbalingga 

 

 

  



 
 

xxi 
 

DAFTAR SINGKATAN 

PP  : Peraturan Pemerintah 

KUH  : Kitab Undang-Undang Hukum 

UU  : Undang-Undang 

KUA  : Kantor Urusan Agama 

PNS  : Pegawai Negeri Sipil 

KHI  : Kompilasi Hukum Islam  

HIR  : Herziene Indonesich Reglement 

Hlm  : Halaman 

EYD  : Ejaan Yang Disempurnakan 

PA  : Pengadilan Agama 

  



 
 

xxii 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1  : Surat Ijin Observasi  

Lampiran 2  : Surat Keterangan Telah Melakukan Observasi  

Lampiran 3  : Pedoman Wawancara  

Lampiran 4  : Transkrip Wawancara 

Lampiran 5  : Dokumentasi  

 



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ada beberapa regulasi mengenai praktik pernikahan di Indonesia, 

termasuk Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam 

sebagai acuan hukum perkawinan di Negara Indonesia. Menurut Undang-

Undang No.1 Tahun 1974, Pasal 3 Ayat 1 menyatakan bahwa secara 

prinsip, dalam sebuah perkawinan, seorang pria hanya diizinkan memiliki 

satu istri. Begitu juga, seorang wanita hanya diizinkan memiliki satu 

suami, 1. Dengan demikian, pasal ini menjelaskan bahwa bahwa laki-laki 

ataupun perempuan dilarang memiliki lebih dari satu pasangan, kecuali 

jika mereka telah diberi izin oleh pengadilan untuk memiliki lebih dari satu 

pasangan. Ketentuan ini secara tegas diatur dalam Bab XI pasal 57 

Kompilasi Hukum Islam.  

Persyaratan pernikahan secara resmi juga diatur dalam Pasal 6 Ayat 2 

poin F dari Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Salah satu 

diantara syaratnya adalah bahwa individu yang telah menikah harus 

memenuhi persyaratan tertentu, termasuk memiliki surat keterangan 

bercerai yang dikeluarkan oleh pengadilan agama. 

 
1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 ayat (1). 
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Meningkatnya fenomena yang terjadi dalam lingkup pernikahan 

adalah  masalah yang berkaitan dengan tingginya angka perceraian. 

Melansir dari databoks terdapat 3 (tiga) faktor  utama yang menyebabkan 

perceraian di tahun 2022, seperti faktor perselisihan dan pertengkaran, 

ekonomi, meninggalkan pasangan yang kerap terjadi di Indonesia2. Selain 

3 (tiga) faktor tersebut penyebab lain dari putusnya perkawinan adalah 

kecacatan dalam admininistrasi perkawinan. Adapun kecacatan 

administrasi yang dimaksud pada penelitian ini, yaitu pemalsuan identitas. 

Pemalsuan identitas menjadi salah satu cara bagi beberapa orang yang 

sudah berumah tangga untuk menikah lagi.  

Pemalsuan dokumen adalah tindakan yang melanggar hukum.  Hal ini 

jika dilakukan dalam sebuah perkawinan maka dapat mengakibatkan 

perkawinan yang dilakukan menjadi batal. Kasus putusnya perkawinan 

yang diakibatkan karena pemalsuan dokumen, kadang kala hal tersebut 

dilakukan dengan tujuan untuk mengelabuhi ataupun untuk membuat 

seseorang dapat melakukan suatu pernikahan. Kondisi ini disebabkan oleh 

adanya regulasi yang mengatur pembatasan dalam perkawinan, yang 

termaktub dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, terutama pada Pasal 

9. Salah satu tindakan pemalsuan dokumen yang sering terjadi saat ini 

melibatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), atau 

Akta Cerai. 

 
2 Annur Cindy Mutia, Pertengkaran Terus Menerus, Faktor Utama Penyebab Perceraian di 

Indonesia pa 2022, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/pertengkaran-terus-

menerus-faktor-utama-penyebab-perceraian-di-indonesia-pada-2022, diakses pada 09  Desember 

2023.  

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/pertengkaran-terus-menerus-faktor-utama-penyebab-perceraian-di-indonesia-pada-2022
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/pertengkaran-terus-menerus-faktor-utama-penyebab-perceraian-di-indonesia-pada-2022
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Pasal 22 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menegaskan mengenai 

suatu perkawinan dapat dilakukan pembatalan jika para pihak melanggar 

prasyarat guna melakukan perkawinan. Hal ini merujuk pada situasi 

dimana syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi dan suatu perkawinan 

belum dilangsungkan dapat dilakukan pencegahan perkawinan,  jika 

perkawinan sudah berlangsung bisa diputuskan dengan melakukan 

pembatalan perkawinan.3 

Permohonan Pembatalan perkawinan dapat diajukan melalui beberapa 

pihak. Konsep ini ditegaskan dalam Pasal 72 Ayat 2 Kompilasi Hukum 

Islam yang menyatakan bahwa baik suami maupun istri memiliki hak 

untuk mengajukan pembatalan perkawinan jika dalam perkawinannya 

terdapat penipuan atau kesalahpahaman terhadap suami atau istrinya. 

Adapun siapa saja yang dapat memohonkan pembatalan perkawinan, 

orang-orang ini tercantum dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan dan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam yaitu,  

keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau istri, suami atau istri, 

pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan perkawinan menurut 

hukum undang-undang, para pihak yang memiliki kepentingan dan 

menyadari bahwa rukun dan syarat perkawinan tidak sesuai dengan 

ketentuan hukum Islam dan peraturan hukum perundang-undangan. 

 
3 Gusti Gema Mahardika Brata, Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara 

Pembatalan Perkawinan, 2019, hlm 436. 
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Pengadilan merupakan sebuah instansi yang dapat melakukan 

pembatalan perkawinan. Pengadilan yang memiliki wewenang penuh 

dalam mengadili perkara permohonan pembatalan perkawinan, yaitu  

pengadilan yang berada atau satu wilayah dengan tempat pernikahan 

maupun tempat tinggal kedua pasangan, baik suami ataupun istri. Pasal 28 

Ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mengatur tentang pembatalan 

perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan yang dibatalkan dimulai 

setelah keputusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan 

berlaku sejak saat perkawinan dilangsungkan.4 Dalam perkara ini, 

Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Agama. 

Putusan pengadilan dikatakan sebagai keputusan final yang diberikan 

setelah melalui proses persidangan dalam suatu perkara. Putusan hakim 

yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 (tiga) aspek, diantaranya yaitu 

memberikan kepastian hukum, memberikan rasa keadilan dan 

memberikan manfaat bagi para pihak. Putusan pengadilan tentang 

pembatalan perkawinan yang tidak sah dapat membawa akibat hukum baik 

bagi suami atau isteri dan keluarganya masing-masing sebagaimana yang 

terdapat dalam hukum nasional yaitu Undang-Undang Perkawinan No.1 

Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana suami isteri 

tersebut kembali seperti keadaan semula atau diantaranya seolah-olah 

tidak pernah terjadi pernikahan.5 

 
4 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 28 ayat (1). 
5  Khoirul Anam, Pembatalan Perkawinan karena pemalsuan Identitas dalam Berpoligami, 

Jurnal Universitas Tulungagung, hlm 3. 
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Beberapa perkara mengenai Pembatalan Perkawinan yang terjadi di 

Pengadilan Agama Purbalingga salah satunya perkara yang teregister 

dengan No.1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg. Pembatalan perkawinan tersebut 

terjadi akibat pemalsuan akta cerai. Perkara ini berawal dari ketidaktelitian 

pegawai pencatatan nikah saat melakukan pemeriksaan berkas persyaratan 

calon pengantin. Permohonan pembatalan perkawinan diajukan oleh 

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Purbalingga. Dimana 

setelah dilangsungkannya pernikahan diantara Termohon I dan II, 

Pemohon melakukan pemeriksaan kembali pada Akta Cerai Termohon II, 

dan ternyata ada kejanggalan dalam Akta Cerai Termohon II, kemudian 

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Purbalingga yang 

berkedudukan sebagai Pemohon memberi perintah pada Termohon I dan 

II untuk mengkonfirmasi ke Pengadilan Agama Purbalingga mengenai 

Akta Cerai milik Termohon II, yang hasilnya ternyata Akta Cerai dari 

Termohon II itu palsu. Termohon II yang telah menikah dengan Termohon 

I baru mengetahui bahwa Akta Cerai yang diserahkan dalam persyaratan 

pernikahan ternyata palsu.6 

Dalam perkara pembatalan perkawinan nomor 

1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg, hakim memutuskan bahwa permohonan 

pembatalan perkawinan disetujui dan menyatakan bahwa Akta Nikah dan 

Kutipan Akta Nikah No. xxxx Tanggal xxxx atas nama Termohon I dan II 

tidak sah secara hukum. Dengan demikian, salinan Akta Nikah yang 

 
6 Putusan Hakim Pengadilan Agama Purbalingga Nomor:1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg. 
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dikeluarkan oleh Departemen Urusan Agama Purbalingga tidak memiliki 

dampak hukum yang mengikat pada pihak-pihak terkait. 

Dalam menjatuhkan amar putusan tersebut hakim mendasarkan pada 

pertimbangan. Pertama, Perkara Nomor 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg 

termasuk kewenangan Peradilan Agama karena Pemohon mendalilkan 

bahwa pernikahan antara Termohon I dan II berada dalam zona hukum 

Pengadilan Agama Purbalingga. Kedua, Pemohon mendalilkan dimana 

Pemohon yaitu Kepala Departemen Urusan Agama Kab.Purbalingga 

memberi keterangan ternyata perkawinan antara Termohon I dan II ilegal 

dan Akta Cerai Termohon II adalah palsu. Ketiga, mengidentifikasi alasan 

permohonan pembatalan, antara lain mengenai perkawinan yang telah 

terjadi antara Termohon I dengan II, status diantara Termohon I dan II, 

sehubungan dengan keabsahan akta cerai Termohon II. Keempat, 

mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon untuk 

mendukung kebenaran dalil yang diajukan. Kelima, mempertimbangkan 

pengakuan dari Termohon I dan II beserta alat bukti yang di ajakukan 

pihak Pemohon. 

Dari pertimbangan-pertimbangan diatas setidaknya ada tiga 

pertimbangan yang disimpulkan penulis oleh Hakim dalam memtuskan 

perkara. Pertama, mengenai pelaksanaan akad nikah antara Termohon I 

dan II tidak dibenarkan oleh negara. Kedua,  bahwa Termohon II masih 

dalam ikatan perkawinan bersama pasangan lamanya. Ketiga, bahwa alat 

bukti berupa akta cerai yang menjadi pendukung atas dalil gugatan adalah 



7 

 

 
 

palsu. Kesimpulan dari pertimbangan hakim diatas adalah hakim menilai 

berdasarkan alat bukti berupa surat yang diserahkan pemohon sebagai 

pendukung dalil gugatan yang tertera pada perkara 

No.1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg.  

Dalam fiqh, peembatalan peerkawinan diseebut fasakh. Seecara 

eetimologis, fasakh berarti naqdh atau peembatalan. Fasakh juga dapat 

diartikan seebagai peencopotan hukum akad dari asalnya, se eolah-olah akad 

yang teelah dilakukan tidak peernah ada. Seebeenarnya hukum fasakh ini 

seecara umum be erlaku untuk seemua jeenis peembatalan, namun istilah 

teerseebut seering dikaitkan deengan peembatalan akad peerkawinan. Fasakh 

bisa teerjadi kareena didasarkan ole eh keereelaan suami istri atau yang dikeenal 

istilah khuluk dan bisa juga te erjadi kareena beerdasar dari putusan 

peengadilan. Pada aslinya, fasakh adalah seebuah tindakan pe emutusan 

hubungan peerkawinan yang me embatalkan akad peerkawinan dari asalnya 

dan meenghilangkan keehalalan antara pasangan suami dan istri.  

Teerdapat beebeerapa faktor yang me enjadi peenyeebab fasakh, seepeerti aib 

atau cacat, peenipuan, peereempuan yang sudah te erbeebas atas derajat 

perbudakan, impote ensi baik dari suami maupun istri, suami dengan kondisi 

miskin dan tidak memiliki kemampuan me embeerikan nafkah, dan pasangan 

ghoib.7 Adapun seebab dari teerjadinya fasakh adalah kareena keecacatan yang 

teerjadi dalam akad pe erkawinan yang te elah sah atau kondisi te erteentu yang 

 
7 Djawas, M., Amrullah, A., & Adenan, F. B. Fasakh Teori Maṣlaḥah Menurut Imām Al-

Ghazālī. El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, 2019.hlm 98. 
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datang keemudian seehingga meenceegah keebeerlangsungan seebuah 

peernikahan. Salah satu contoh cacat yang te erjadi dalam se ebuah akad 

peernikahan apabila se eteelah dilangsungkannya akad te erbukti bahwa istri 

yang dinikahinya masih te erikat satu peerkawinan deengan pria lain, maka 

peerkawinan teerseebut harus difasakh. Adapun contoh kondisi teerteentu yang 

datang keemudian adalah apabila te ernyata teerdapat peersyaratan beerupa alat 

bukti surat yang teernya palsu, maka peerkawinan juga harus difasakh. 

Akibat hukum dari fasakh seendiri jika dilihat dari fiqh tidak 

meengurangi bilangan talak. Jika fasakh te erjadi seebeelum dukhul maka tidak 

ada keewajiban yang ditanggungkan ke epada pihak laki-laki keepada 

peereempuan. Posisi fasakh jika diliat dari fiqh sama seepeerti talak bain 

sughro yang meemutuskan ikatan peerkawinan saat itu juga8. Deengan 

dikeeluarkannya putusan Nomor 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg Peengadilan 

Agama Purbalingga de engan deemikian meelalui putusan te erseebut teelah 

meembatalkan ikatan peerkawinan diantara pasangan te erseebut. Hal ini 

dikareenakan teerdapat peemalsuan akta cerai yang teelah dikonfirmasi dalam 

prosees peersidangan. 

Hal inilah yang meembuat peenulis teertarik untuk meengkaji leebih lanjut 

meengeenai feenomeena peembatalan peernikahan deengan me elihat alasan Ratio 

Deecideendi Hakim dan Implikasi Peembatalan Peerkawinan te erhadap status 

peerkawinan dalam Hukum Positif. Maka, peenulis me encoba meengambil 

 
8 Nasution, M. I. Perbedaan Putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama dalam 

Penerapan Fasakh terhadap Cerai Murtad. El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga. 2021, hlm 374. 
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judul ”RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM PEMBATALAN 

PERKAWINAN  AKIBAT PEMALSUAN AKTA CERAI (Studi 

Putusan Hakim Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 

1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg)”. Yang meenjadi wilayah peeneelitian kali ini 

yaitu Kota Purbalingga Provinsi Jawa Te engah deengan fokus di Peengadilan 

Agama Kota Purbalingga. 

 

B. Definisi Operasional 

Keesalahpahaman teentu seering teerjadi dalam me emahami seesuatu 

kareena itu adalah fitrah dari manusia se ebagai insan yang se eringkali 

meenghadapi peerihal lupa dan salah. Deengan hal ini pe erlunya meembeerikan 

keepahaman keepada peembaca untuk meemahami judul skripsi, te entu peerlu di 

paparkan seecara rinci meengeenai istilah yang konkreet dan peenting untuk 

dikeetahui teentang “Ratio Deecideendi Hakim Dalam Peembatalan Peerkawinan 

Akibat Peemalsuan Akta Cerai (Studi Putusan Hakim Peengadilan Agama 

Purbalingga Nomor: 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg)”. Jadi, untuk me enyatukan 

peemahaman peenulis meeneegaskan hal-hal yang teerkandung dalam judul 

teerseebut, yaitu: 

1. Ratio Decidendi Hakim 

Pengertian ratio decidendi, juga dikenal sebagai pertimbangan 

hakim dalam memutus suatu perkara, digunakan oleh hakim untuk 

membuat keputusan yang menjadi dasar dari keputusan tersebut. Fungsi 

ratio decidendi selaras dengan legal reasoning dan the ground of 

reason the decision dalam penjelasan berikutnya. 
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Ratio decidendi ini, menurut Goodheart dalam Indonesia Journal 

of Law and Social-Political Governance, menunjukkan bahwa ilmu 

hukum adalah ilmu yang bersifat preskriptif daripada deskriptif. 

Penafsiran hakim, atau pertimbangan yang digunakan para pembentuk 

undang-undang untuk mempertimbangkan, hal ini dikenal dengan ratio 

decidendi. Dalam kasus ini,  fakta materiil berperan karena  baik hakim 

maupun para pihak akan mencari dasar hukum yang tepat untuk 

diterapkan dan dituangkan pada fakta kasus.9 Ratio Decidendi Hakim 

yang dimaksud dalam penelitian ini, yaitu perkara pembatalan 

perkawinan yang teregister dalam Nomor: 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg. 

2. Peembatalan Peerkawinan 

UU Perkawinan beerikut peeraturan peelaksananya (PP) Nomor 9 

Tahun 1975 tak me enjeelaskan deefinisi Peembatalan Peerkawinan. Seelain 

itu, deefinisi Peembatalan Peerkawinan yaitu aksi dibatalkannya 

peerkawinan yang tidak me enimbulkan dampak hukum, hal ini te erjadi 

kareena peekawinan tak me emeenuhi syarat peerundang-undangan dan 

hukum yang beerlaku.10 Peembatalan Peerkawinan yang dimaksud pada 

peeneelitian ini, yaitu peerkara peembatalan peerkawinan yang teereegistrasi di 

Nomor Peerkara: 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg. 

 
9 Arga Andhika Putra Wibawa dan Nynda Fatmawati Octarina, ” Ratio Decidendi 

Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Perkara Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Studi 

Putusan Nomor 26/G/2016/PTUN.PLK dan Putusan Nomor 19/G/2019 PTUN.PLK),” Indonesia 

Journal of Law Social-Political Governance, vol. 3, no. 1, 2023, hlm 1131. 
10Hukumonline.com, Alasan, Tata Cara dan Tahapan Pembatalan Perkawinan, 

https://www.hukumonline.com/berita/a/pembatalan-perkawinan-lt62d0cc4eeffc1/, diakses pada 

tanggal 06 Desember 2023. 

https://www.hukumonline.com/berita/a/pembatalan-perkawinan-lt62d0cc4eeffc1/
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3. Akta Cerai 

Akta outentik, akta cerai merupakan produk hukum yang 

dikeluarkan dari pengadilan sebagai akta yang outentik. Dimana akta 

cerai ini menjadi bukti telah terjadi penceraian. Penerbitan akta cerai 

dapat terjadi jika perkara gugatan atau permohonan diterima oleh 

majelis hakim dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap 

(inkracht).11Akta cerai merupakan bukti outentik atas sahnya 

perceraian yang dilakukan oleh seorang suami dan seorang istri, dan 

dengan akta cerai itu pula sebagai dasar dan legalitas putusnya 

perkawinan, akta cerai pula yang digunakan sebagai dasar untuk 

melakukan perubahan status, sebagai janda cerai atau duda cerai.  

Akta cerai adalah dokumen resmi yang mengkonfirmasi 

pembubaran pernikahan secara hukum. Dokumen ini dikeluarkan oleh 

badan pemerintah yang berwenang setelah proses perceraian selesai. Isi 

dari akta cerai mencakup informasi tentang identitas kedua pasangan, 

tanggal perceraian, dan ketentuan-ketentuan terkait pemisahan harta 

dan hak-hak lainnya yang terkait dengan perceraian tersebut. Akta cerai 

ini memiliki kekuatan hukum dan digunakan sebagai bukti resmi 

tentang status pernikahan yang telah berakhir. 

 

 
11  Virgi Andika Listanto, "Efektifitas Layanan Pengambilan Akta Cerai Melalui Aplikasi 

Online Di Pengadilan Agama Bandung", Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 

2021. 
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C. Rumusan Masalah 

Beerdasarkan latarbeelakang diatas dapat dirumuskan rumusan masalah 

seebagai beerikut: 

1. Bagaimana Ratio Deecideendi Hakim Dalam Pembatalan Perkawinan 

Akibat Pemalsuan Akta Cerai pada putusan Nomor: 1331/Pdt 

G/2023/PA.Pbg di PA Purbalingga? 

2. Bagaimana Implikasi pe embatalan peerkawinan pada putusan pe erkara 

nomor : 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg te erhadap status peerkawinan dalam 

Hukum Positif di PA Purbalingga? 

 

D.  Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

Seetiap peeneelitian meemiliki tujuan yang bisa dijadikan acuan dalam 

meempeerkuat keetajaman analisis, diantaranya: 

1. Tujuan Peeneelitian 

a. Meenganalisis ratio decidendi hakim pada peermasalahan peembatalan 

peerkawinan pada putusan Peengadilan Agama Purbalingga nomor: 

1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg. 

b. Meenganilisis dampak atas Pe embatalan Peerkawinan deengan nomor 

peerkara:1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg teentang status peerkawinan dalam 

hukum Islam pada Peengadilan Agama Purbalingga. 

2. Manfaat Penelitian  

 Harapan dari peeneelitian ini adalah bisa be erguna untuk peenulis 

ataupun pihak-pihak lain yang beerkeepeentigan. Manfaat pe eneelitian ini 

adalah : 
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a. Dapat meenjadi seebuah landasan peengeembangan ilmu peengeetahuan 

dan peembeelajaran leebih lanjut bagi mahasiswa dan mahasiswi UIN 

Saizu Purwokeerto. 

b. Hasil peeneelitian ini me enjadi sumbang khazanah ke eilmuan dan 

keepustakaan bagi para pe embaca khususnya me engeenai Peembatalan 

Peerkawinan dan implikasi dari Peembatalan peerkawinan. 

c. Meempeerdalam wawasan Mahasiswa khususnya Mahasiswa Hukum 

Keelaurga Islam, dan dapat meeningkatkan diskursus peembahasan. 

d. Meempeerdalam pandangan peenulis dan para pe embaca, beerkeenaan 

ratio deecideendi hakim akan peembatalan peerkawinan dalam 

peemalsuan akta cerai. 

e. Meenjadi reefeereensi teentang peentingnya peersyaratan dalam 

meelangsungkan peerkawinan. 

 

E. Kajian Pustaka 

Peeneelitian yang dilakukan peenulis seerupa deengan peeneelitian-peeneelitian 

seebeelumnya, yaitu pada pokok bahasannya be erupa Peembatalan 

peerkawinan. Peerbeedaannya, peenulis ingin meenganalisis dasar pe emikiran 

hakim yang me emutuskan batalnya peerkawinan kareena adanya peemalsuan 

dokumeen beerupa akta ceerai. Peerbeedaan dan peersamaan deengan peeneelitian 

lainnya: 

Pertama, dalam mempersiapkan peenelitianya, penulis membaca 

karya tulis Ahmad Mustagfirin Ansor dengan tema pembatalan 

perkawinan akibat pemalsuan mas kawin studi penetapan putusan hakim 
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no.2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl). Adapun isi dari penelitian yang diangkat 

oleh Ahmad Mustagfirin Ansor menjelaskan permohonan pembatalan 

perkawinan didaftarkan oleh istri karena pemalsuan mahar. Pemalsuan 

mahar yang terjadi berupa uang palsu (uang monopoli) yang dihias di 

dalam bingkai. Simpulan dari karya tulis ini bahwa pernikahan yang 

semula terjadi seolah-olah tak sempat terjadi, tak ada masa iddah bagi isri, 

tidak ada kewajiban maskawin serta nafkah untuk istri.12 

Keedua, Peembatalan Peerkawinan Teerhadap Peemalsuan Ideentitas juga 

dibahas oleeh Sujoko Prihantoro de engan topik kajian hukum te erhadap 

peembatalan peerkawinan akibat peemalsuan dokumeen (studi penetapan PA 

Karanganyar No. 832/Pdt.G/2004/PA.Kra.). Isi kajian ini me enitik beeratkan 

pada peersoalan pokok bahwa peemalsuan dokume en peernikahan yang 

diseerahkan oleeh teermohon I dan II . Dimana dalam dokume en yang 

diseerahkan diteerangkan status te ermohon I seeorang duda kareena istrinya 

meeninggal. Peerkara Peembatalan peerkawinan ini diputuskan pada 

peengadilan Karanganyar.  

Keetiga, dalam Peeneelitiannya Abdullah lilis yang beerjudul peembatalan 

peerkawinan kareena adanya pe emalsuan ideentitas suami dalam pe erkawinan 

kareena adanya peemalsuan ideentitas laki-laki dalam peerkawinan 

Poligami,studi perkara No.68/Pdtg.G/2012.Pa.Sgm. Isi dari penelitian 

Abdullah lilis teentang, dampak hukum pada Peembatalan peerkawinan yang 

 
12 Ansor, Ahmad Mustagfirin, ”Pembatalan Perkawinan Palsunya Mahar (Analisis Putusan 

Hakim  Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl), Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022. 
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amarnya me engabulkan peembatalan dan peernikahan yang te erjadi diantara 

teermohon I dan II  batal de emi hukum, akibatnya status dari te ermohon II 

seebagai peerawan ; Proseedur justifikasi dan pandangan hukum nang 

digunakan Hakim dalam me emutus suatu probleem, hakim me empunyai 

keewajiban mutlak dituntut untuk  me engeetahui fatkta-fakta peermasalahan 

untuk kasus yang dihadapinya.13 

 Keeeempat, Dalam peeneelitiannya peenulis juga meengambil reefeereensi dari 

karya tulis Chusna Nur Hayati yang me engangkat judul pe embatalan 

peerkawinan kareena peemalsuan ideentitas (studi kasus pe engadilan agama 

surakarta). Adapun isi dari judul Skripsi te erseebut adalah Peemalsuan 

ideentitas yang dilakukan ole eh calon peengantin antara lain pe emalsuan akta 

keematian seerta peemalsuan surat peerseetujuan dari istri dan peengadilan 

agama; Keeputusan hakim untuk me engabulkan peermohonan peembatalan 

peerkawinan te erseebut dilakukan antara Salijo de engan Teermohon, dan 

teermohon keeteerangan palsu (falsee)  dan keeteerangan me engeenai keeadaan 

Peemohon yang teelah mati seerta peerkawinan yang dilakukan tidak 

meenyeertakan  izin  dari istri dan pe engadilan agama se ebagai syarat formil 

peerkawinan.14 

Keelima, jurnal karya Sulkhan Zunari yang beerjudul status peerkawinan 

suami istri pasca peembatalan peerkawinan islam di indoneesia. Isi dari Jurnal 

 
13 Abdullah Lilis, ” Pembatalan Nikah karena Pemalsuan Identitas Suami dalam Pernikahan 

Poligami (Studi Kasus Nomor 68/Pdt.G/2012/2012/PA.Sgm), 2017. 
14 Cindy Faradilah, ” Pembatalan Perkawinan Akibat Palsunya Identitas karena Kasus 

Poligami (Analisis Kasus di Pengadilan Agama Surakarta) ”, Skripsi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, Fakultas Hukum, 2018. 
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karya Sulkhan Zunari me engeenai pluralismee peeraturan yang be erkaitan 

meengeenai hukum mateeril Peembatalan Peerkawinan Islam Di Indone esia. 

Kajian reegulasi yang dilakukan Sulkhan Zainuri yaitu fokus di Undang-

Undang No.1 Tahun.1974 serta Kompilasi Hukum Islam. Simpulan  

Kajian keepustakan oleeh Sulkhan Zainuri bahwa te erdapat dua peemahaman 

teentang deefinisi Peembatalan Peerkawinan, yaitu peerkawinan yang batal buat 

hukum. Peembatalan yang teerjadi meempeengaruhi status hukum pasangan 

teerseebut, meeskipun akibat hukum meengeenai anak, warisan, dan status 

pihak keetiga adalah sama.(Zainuri, 2019) 

Keeeenam, Jurnal meengeenai peembatalan peerkawinan juga te elah diteeliti 

oleeh kadeek mitha seeptiandini dan i wayan wiryawan yang be ejudul 

keeteentuan teentang peembatalan peerkawinan oleeh jaksa te erhadap waris anak 

dalam hukum peerkawinan. Adapun isinya me embahas reepreeseentasi neegara 

oleeh jaksa te erhadap peembatalan peerkawinan dan implikasinya pada anak. 

Keesimpulan Jurnal ini adalah jaksa me erupakan pihak yang me empunyai 

keeweenangan meewakili urusan neegara. Hal ini teertuang dalam Pasal.30 Ayat 

II Undang-Undang No.16 Tahun.2004 me engeenai keejaksaan. Jika meerujuk 

putusan 196 K/AG/1994 seeorang jaksa tidak meemiliki keeweenangan dalam 

meelakukan peembatalan peerkawinan, konseekueensi dari batalnya 

peerkawinan pasti dan be erpoteensi dirasakan para orang tua juga.  Seeorang 

anak meemiliki keeweenangan yang maksimal dalam pe ewarisan harta orang 

tua, jika tidak te erjadi peembatalan peerkawinan. Namun, jika te erjadi maka 

anak tidak me emiliki hak dalam warisan orang tua, kare ena batalnya 
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peerkawinan beerakibat tidak teerjadinya peembauran harta keecuali jika hal itu 

teerjadi lagi se esuai adat oleeh pihak-pihak yang beersangkutan.  

Keetujuh, jurnal karya muhammad jazil rifqi yang be erjudul peeneegakan 

hukum teerhadap peemalsuan ideentitas dalam peembatalan peerkawinan. Isi 

dari jurnal yang di kaji ole eh Muhammad Jazil Rifqi te entang peemalsuan 

ideentitas yang dilakukan ole eh seeseeorang untuk me elakukan seebuah 

peernikahan. Beebeerapa Peemalsuan Ideentitas yang teerjadi di Surabaya, yaitu 

peemalsuan data keewarganeegaraan, peemalsuan surat ke eteerangan meenikah 

untuk meenikah. Isi simpulan dari  jurnal bahwa alasan utama  pe embatalan 

peernikahan adalah peenipuan ideentitas. 15 

Beerdasarkan peeneelitian-peeneelitian yang te elah dilakukan ole eh para 

peenulis di atas dapat disimpulkan bahwa te erdapat peersamaan dan 

peerbeedaan antara peeneelitian teerdahulu deengan peeneelitian yang peenulis kaji. 

Peerbeedaan dalam peeneelitian ini, yaitu pada pe ermasalahan peeneelitian, 

dimana peemohon dari peembatalan peerkawinan ini adalah pihak yang 

meengurus peersyaratan peerkawinan yang beerkeedudukan seebagai Keepala 

Kantor Urusan Agama (KUA) Purbalingga, dan obje ek pada probleem yang 

teereegisteer di nomor peerkara:1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg adalah pe emalsuan 

Akta Ceerai, dimana pihak pe emohon yang beerkeedudukan seebagai peegawai 

kantor urusan agama tak je eli saat me elakukan peemeeriksaan peersyaratatan 

peernikahan, dimana se eorang istri yang te elah beersuami seelanjutnya 

 
15 Rifqi, M. J. Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Identitas Dalam Pembatalan 

Perkawinan. De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah. 2019  
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beersuami keembali deengan jeejaka dan meengaku dirinya janda tanpa 

meelakukan peembeeritahuan kee Peengadilan Agama.  

 

F. Metodologi Penelitian 

Seecara eetimologi (asal usul kata) me ethodologi beerasal dari Yunani 

language, yang teerdiri bagi menjadi two word, meetodos dan logos. Kata 

meetodos diambil dari kata meetha yang artinya meelalui atau me eleewati dan 

bisa diartikan se ebagai jalan maupun cara. Se ehingga, meetodologi dapat 

diartikan seebagai suatu prosees beerpikir teeliti dalam me enyeeleesaikan dan 

meencapai tujuan me elalui meetodee atau cara yang siste ematis.16 Seemeentara 

itu, peeneelitian (reeseearch) adalah suatu prosees ilmiah dalam me eneemukan 

fakta dan data, yang beertujuan untuk meembuktikan diagnosis atau dugaan. 

Prosees ilmiah adalah suatu cara yang digunakan ole eh peeneeliti deengan 

beerpeedoman pada sifat keeilmuan, yaitu rasional, e empiris, siteematis. 

Rasional diartikan se ebagai sifat keeilmuan yang masuk akal; Eempiris 

meemiliki arti dapat diamati oleeh panca indra; Sisteematis, yaitu prosees yang 

teerstruktur.17 

Jadi,  meetodologi peeneelitian me erupakan suatu prosees ilmiah yang 

dilakukan untuk me enyeeleesaikan suatu masalah ataupun me enguji dugaan 

deengan cara beerpikir seecara teeliti seerta meenyeeluruh dalam me eneemukan, 

 
16 Mai Sri Lena, dkk, Metode Penelitian, (Malang : CV. IRDH, 2019), hlm 1. 
17Suyitno, Metode Penelitian Kualitatif Konsep, Prinsip Dan Operasionalnya, 

(Tulungagung : Akademia Pustaka, 2018), hlm 1. 
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meengolah data, seerta peenganalisisan yang se elanjutnya ditarik ke esimpulan 

seecara obyeektif tanpa dipeengaruhi asumsi atau peendapat pribadi.18 

1. Jeenis Peeneelitian  

Peeneelitian yang dilakukan oleeh peenulis masuk dalam kate egori 

peeneelitian kualitatif, Dimana pe eneelitian ini beersifat deeskriptif dan 

ceendeerung meenggunakan analisis. Teeori dalam peeneelitian ini meenjadi 

alat untuk me enganalisis agar dapat ditarik ke esimpulan dan hasil 

peeneelitian.19 Beerdasarkan data yang diambil je enisnya adalah 

keepustakaan (Library Reeseeacrch) deengan me eneeliti tetapan 

No.1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg kemudian dikaitkan ole eh data wawancara 

dari pimpinan majeelis sidang dan keepala kua Purbalingga. 

2. Lokasi Peeneelitian 

Dalam peeneelitian, peeneentuaan lokasi peenting kareena meembantu 

peenulis dalam meeneemukan data. Lokasi peeneelitian yang dite entukan 

peenulis yaitu Peengadilan Agama Kota Purbalingga, Provinsi Jawa 

Teengah. 

3. Peendeekatan Peeneelitian 

Peendeekatan pada peeneelitian ini meenggunakan Casee Approach 

(peendeekatan kasus) yaitu dengan menganalisis pertimbangan hakim 

sehingga sudah tepat digunakan pada fakta yang bersangkutan sehingga 

menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 

 
18 Rifa’i Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta : SUKA-Press UIN 

Sunan Kalijaga, 2021) hlm 2. 
19 Sugiono, Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Cet. VI; Bandung: 

Alfabeta, 2009), hlm 8. 
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4. Subjeek dan Objeek Peeneelitian 

a. Subjeek peeneelitian 

Subjeek peeneelitian, yaitu se eseeorang yang dapat dijadikan 

sumbeer informasi yang me embeeri data akurat se eputar masalah yang 

akan diteeliti dan yang me enjadi subjeek peeneelitian ini, yaitu Hakim 

Pengadilan Agama Purbalingga. 

b. Objeek peeneelitiann  

Objeek Peeneelitianya, yaitu Putusan Nomor: 

1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg yang dike eluarkan Peengadilan Agama 

Purbalingga. 

5. Sumbeer Data 

a. Data Primeer, adalah data didapat se ecara langsung.20 Data primeer 

dalam peeneelitian ini adalah Putusan Nomeer 

1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg. 

b. Data Seekundeer, ialah data yang me endukung data primer.21 Peenulis 

meenggunakan data seekundeer beerupa Undang- undang Perkawinan, 

Kompilasi Hukum Islam, reefeereensi buku, kamus, jurnal, dan 

wawancara deengan hakim.   

 

 

 
20 Saifudin Azwar, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm 91. 
21 Sutrisno Hadi, Metodologi Reseach Jilid I (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hlm 11. 
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6. Teknik Pengumpulan dan Analisi Data 

Teeknik peeneelitian dalam me endapatkan data deengan cara Studi 

Pustaka, wawancara dan dokumeentasi. Studi Pustaka ini dengan melihat 

peratura, buku, jurnal terkait. Dimana wawancara dilakukan se ecara 

langsung facee to facee deengan meembeeri peertanyaan se esuai peeneelitian. 

Seedangkan, dokumeentasi yaitu peenulis meelihat seerta meenganalisis 

dokumeen dan data yang di dapat. Adapun te eknik analisis data untuk 

meencapai simpulan peeneelitian, yaitu me enggunakan instrumeen analisis 

induktif. Instrume en ini beerpijak pada fakta yang me emiliki sifat khusus 

kee sifat yang leebih umum. Meethodee untuk meenganalisis data 

meenggunakan deeskriptif analisis, dengan menggunakan tiga tahapan, 

(1) reduksi data yaitu menyeleksi, mengklasifikasikan, dan 

menggolongkan bahan-bahan secara sistematis, (2) display data yaitu 

setelah data disusun secara sistematis kemudian disajikan agar mudah 

dipahami, (3) penarikan kesimpulan dengan meganalisis bahan-bahan 

hukum yang ada dengan teori yang sudah ditentukan untuk diambil inti 

dari hasil penelitian yang dilakukan. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Bab awal, peendahuluan beerisi meengeenai alasan dari peermasalahan, 

peerumusan peermasalahan, maksud dari pe eneelitian, keegunaan peeneelitian, 

tinjauan pustaka, me etodologi peeneelitian, dan urutan peembahasan.  
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Bab keedua kajian teeori meerupakan keerangka te eori meengeenai 

perkawinan, pembatalan perkawinan, kewenangan pengadilan, dan ratio 

decidendi. 

Bab keetiga Deeskripsi Putusan, me emaparkan para pihak yang te erlibat, 

deeskripsi kasus, alat bukti yang dise ertakan dalam kasus, pe ertimbangan – 

peertimbangan hakim dalam meemtuskan kasus peembatalan peerkawinan 

yang teereegisteer dalam nomor peerkara:1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg, dan Amar 

Putusan yang dijatuhkan Hakim. 

Bab keeeempat beerisi analisis terhadap Ratio Deecideendi Hakim dalam 

putusan Nomor: 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg dan analisis Implikasi 

peembatalan peerkawinan deengan nomor reegisteer perkara 

1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg. 

Bab keelima Peenutup simpulan dan saran. Simpulan meieimuat gambaran 

umum atau uraian singkat. Seieidangkan, Saran meieiliputi kontribusi 

peieineieilitian dan keieindala yang dihadapi  peieinulis seieilama meieilakukan  

peieineieilitian. 
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BAB II 

KONSEP UMUM PEMBATALAN PERKAWINAN 

 

A. Konsep Umum Perkawinan 

1. Pengertian Perkawinan 

Peirnikahan adalah suatu jalan yang dipilih Allah Swt., seibagai jalan 

bagi makhluk-Nya untuk beirkeimbang biak, dan meileistarikan hidupnya. 

Nikah, meinurut bahasa beirasal dari kata al-jum’u dan al-dhamu yang 

artinya kumpul. Makna nikah (Zawaj) bisa diartikan deingan aqdu al-

tazwij yang artinya akad nikah. Juga diartikan (wath’u al zaujah) 

beirmakna meinyeitubuhi istri. 

Peirnikahan diseibut juga deingan peirkawinan, dalam bahasa Indoneisia 

”peirkawinan” beirasal dari kata ”kawin”, yang meinurut bahasa, artinya 

meimbeintuk keiluarga deingan lawan jeinis; meilakukan hubungan keilamin 

atau beirseitubuh”. Makna nikah adalah akad atau ikatan, kareina dalam 

suatu proseis peirnikahan teirdapat ijab (peirnyataan peinyeirahan dari pihak 

peireimpuan) dan kabul (peirnyataan peineirimaan dari pihak leilaki). Seilain 

itu, nikah bisa juga diartikan seibagai beirseitubuh22. 

Nikah itu peirjanjian dan ikatan lahir batin antara laki-laki deingan 

seiorang peireimpuan yang dimaksudkan untuk beirsama seirumah tangga 

dan untuk beirkeiturunan, seirta harus dilangsungkan meimeinuhi rukun-

rukun dan syarat-syarat meinurut hukum islam dan neigara.23 

 
22 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah, (Jakarta, Rajawali 

Pres, 2014), hlm 6-7.  
23 Nasrudin Thaha, Pedoman Perkawinan Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), Hal. 10.  
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Meinurut Sayuti Thalib, peingeirtian peirkawinan dalam arti seimpit 

adalah peirjanjian suci meimbeintuk keiluarga antara laki-laki deingan 

seiorang peireimpuan. Unsur peirjanjian disini untuk meimpeirlihatkan seigi 

keiseingajaan dari  suatu peirkawinan seirta peinampakannya keipada 

masyarakat ramai. Seidangkan seibutan suci untuk meinyatakan seigi 

keiagamaanya dari suatu peirkawinan.24 

UndUndangang-Undang Peirkawinan yang beirlaku di Indoneisia meirumuskan 

deifinisi peirkawinan deingan seibuah ikatan lahir batin  antara seiorang pria 

deingan seiorang wanita seibagai suami istri deingan tujuan meimbeintuk 

keiluarga (rumah tangga) yang bahagia dan keikal beirdasarkan Keituhanan 

Yang Maha Eisa. Hal ini teirtuang dalam Pasal I Undang-Undang 

Peirkawinan. Disamping deifinisi yang dibeirikan oleih Undang-Undang 

Nomor I Tahun 1974 diatas, Kompilasi Hukum Islam di Indoneisia 

meimbeirikan deifinisi lain yang tidak meingurangi arti-arti deifinisi 

Undang-Undang teirseibut, namun beirsifat meinambah peinjeilasan, hal ini 

dijeilasakan dalam Pasal 2 (dua) Kompilasi Hukum Islam, Peirkawinan 

meirujuk dari Hukum Islam adalah seibuah peirnikahan, meirupakan akad 

yang sangat kuat atau miitsaqan ghalizhan untuk meinaati peirintah Allah 

dan meilaksanakannya meirupakan ibadah. 

Dalam rumusan Undang-Undang, istilah "ikatan lahir batin" 

dijeilaskan deingan kata "mitsaqan ghalizhan", yang meinunjukkan bahwa 

akad peirkawinan bukanlah seikadar peirjanjian peirdata. Seimeintara 

 
24 Sajuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia (Jakarta: U. I. Press, 1982), Hal. 47.   
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meingikuti peirintah Allah dan meilakukannya meirupakan ibadah, ini 

adalah peinjeilasan dari ungkapan yang beirdasarkan Keituhanan Yang 

Maha Eisa dalam Undang-Undang. Ini meinunjukkan bahwa bagi umat 

Islam, peirkawinan adalah peiristiwa agama dan oleih kareina itu, meireika 

yang meilaksanakannya adalah peirbuatan ibadah.25 

Peirkawinan, seilain meirupakan tindakan ibadah, juga meirupakan 

amanah Allah yang harus dijaga dan dipeirlakukan deingan baik oleih 

peireimpuan yang teilah meinikah. Seilain itu, ia diambil meilalui proseisi 

keiagamaan yang sama seipeirti proseisi akad nikah. Hal ini seisuai deingan 

hadis Nabi dari Ibnu Abbas, yang meingatakan, "Seisungguhnya kamu 

meingambilnya seibagai amanah dari Allah dan kamu meinggaulinya 

deingan kalimat dan cara-cara yang diteitapkan Allah." 

2. Dasar Hukum 

Baik Allah maupun Nabi meinyuruh peirkawinan. Dalam Al Qur'an, 

banyak peirintah Allah untuk meilaksanakan peirkawinan. Untuk meimulai, 

Allah beirfirman dalam surat An-Nur ayat 32: 

كُمْ   عِبَادكُِمْ  مِنْ  وَالصٰ لِحِيَْ  مِنْكُمْ  الَْْيََمٰى وَانَْكِحُوا  ۗ  ٖ  فَضْلِه مِنْ  الل ُٰ  يُ غْنِهِمُ  فُ قَرَاۤءَ  يَّكُوْنُ وْا  اِنْ  وَاِمَاۤىِٕ  

عَلِيْم   وَاسِع   وَاللٰ ُ   

Nikahkanlah orang-orang yang masih meimbujang di antara kamu dan 

juga orang-orang yang layak (meinikah) dari hamba-hamba sahayamu, 

baik laki-laki maupun peireimpuan. Jika meireika miskin, Allah akan 

meimbeiri keimampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah 

Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. 

 

 
25 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta, Kencana Pernada 

Media Group, 2006), hlm 40-41.  
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Begitu banyak pula perintah Nabi kepada umatnya untuk melakukan 

perkawinan. Diantaranya, seperti dalam hadist Nabi dari Anas bin Malik 

menurut riwayat Ahmad dan disahkan oleh Ibnu Hibban, sabda Nabi 

yang berbunyi bahwa ”Kawinilah perempuan-perempuan yang dicintai 

yang subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga karena banyak 

kaum di hari kiamat”. 

3. Syarat sah atau Rukun perkawinan 

Adapun rukun-rukun dan syarat-syarat nikah menurut kedudukan 

hukumnya masing-masing adalah sebagai berikut :26 

Rukun Perkawinan antara lain: 

a. Calon Isteri dan Calon Suami 

Pengakuan Islam tentang pernikahan yang sah yaitu jika 

perkawinan yang dilangsungkan antara pihak laki-laki dengan 

pihak perempuan, selain itu maka pernikahannya tidak di akui. 

Adapun syarat-syarat yang mesti dipenuhi untuk laki-laki dan 

perempuan yang akan kawin adalah : 

1) Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan 

yang lainnya. 

2) Keduanya sama-sama beragama Islam. 

3) Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan 

perkawinan. 

 
26  Hasbi. Ashshiddieqy, Hukum Islam, (Jakarta : pustaka Islam 1962), hlm 300. 
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4) Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju 

pula dengan pihak yang akan mengawininya.27 

b. Wali  

Dalam perkawinan wali adalah seseorang yang bertindak atas 

nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.28 Perwalian 

yang dalam istilah disebut “walayah” adalah hak penguasaan 

penuh yang diberikan hukum kepada seseorang untuk menguasai 

dan melindungi seseorang.29 Orang yang diberi kekuasaan 

perwalian disebut wali. 

Wali menurut perkawinan patrilinial terdiri dari, :30 

1) Wali nasab, artinya wali dari anggota keluarga laki-laki 

bagi calon pengantin perempuan yang mempunyai 

hubungan darah patrilinial dengan calon pengantin 

perempuan itu.  

2) Wali hakim, ialah wali dari pihak penguasa atau wakil 

penguasa yang berwenang dalam bidang perkawinan 

(penghulu).  

3) Hakam, yaitu seseorang yang masih masuk keluarga 

perempuan walaupun bukan merupakan wali nasab, tetapi 

 
27 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta, Kencana Pernada 

Media Group, 2006), hlm 64.  
28 Ibid, hlm 69.  
29 Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1974), Hal. 89. 
30 Sajuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia (Jakarta: U. I. Press, 1982), Hal. 65.  
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ia mempunyai pengertian keagamaan yang dapat 

bertindak sebagai wali perkawinan. 

4) Muhakam, ialah seorang anak laki-laki bukan keluarga 

dari Perempuan dan bukan pula dari pihak penguasa, 

tetapi mempunyai pengertian keagamaan yang baik dan 

dapat menjadi wali dalam perkawinan. Orang tersebut 

mempunyai kedudukan tertentu dalam Masyarakat. 

c. Dua orang saksi 

Kehadiran saksi dalam akad nikah lebih utama dibanding 

pada pelaksanaan akad muamalat. Kesaksian untuk suatu 

perkawinan hendaklah diberikan oleh dua orang laki-laki dewasa 

dan adil dan dapat dipercaya. Syarat dua orang saksi sebagai 

penguat dalam suatu kejadian yang menghendaki pembuktian.31 

d. Lafadz ijab kabul 

Ijab berarti menawarkan dan kabul berarti menerima. Ijab 

ialah suatu pernyataan penegasan kehendak mengikatkan diri 

dalam perkawinan yang dilakukan oleh pihak perempuan atau 

walinya ditujukan kepada laki-laki calon suami. Sedangkan kabul 

ialah suatu penegasan penerimaan mengikatkan diri sebagai 

suami isteri yang dilakukan oleh pihak laki-laki atau walinya.32  

 

 
31 Sajuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia (Jakarta: U. I. Press, 1986), hlm. 68 
32 Ibid, …  hlm. 70.   
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e. Mahar/sadaq/mas kawin 

Yaitu suatu kewajiban yang harus diberikan atau dibayarkan 

oleh seorang mempelai laki-laki kepada mempelai wanita. 

Pemberian mahar dapat diberikan ketika berlangsungnya akad 

nikah atau boleh juga setelah berlangsungnya akad nikah33.  

Begitupun dengan syarat perkawinan, hal tersebut masuk dalam 

sahnya suatu perkawinan dalam suatu negara khususnya Indonesia, 

disebutkan antara lain : 

a) Syarat materiil 

Syarat-syarat materiil adalah syarat-syarat terhadap para 

pihak terutama mengenai kehendak, wewenang, dan persetujuan 

orang lain yang diperlukan oleh para pihak untuk melangsungkan 

perkawinan. 34Secara substansial, Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang 

Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah hanya jika 

dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-

masing orang, dengan penjelasan bahwa perkawinan tidak boleh 

dilakukan di luar hukum agama dan kepercayaan masing-masing 

orang, Prof. Dr. Hazairin. S.H., dalam bukunya ”Tinjauan 

mengenai Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan35” menjelaskan sebagai berikut : ’jadi bagi orang 

 
33 Ibid, hlm 85.  
34 Waluyo, B. Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan. Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 2(1), 

2020, hlm193-199.  
35 Hazairin,  Tinjauan mengenai Undang-undang perkawinan: nomor 1/1974 dan lampiran 

UU nomor 1/1974 tentang perkawinan, Tintamas, 1975. 
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Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar 

hukum agamanya sendiri. Demikian pula bagi orang Kristen dan 

Hindu atau Hindu Budha seperti dijumpai di Indonesia”.36  

Sahnya perkawinan dalam undang-undang didasarkan pada 

ketentuan-ketentuan hukum masing-masing agama dan 

kepercayaanya para pihak yang hendak melangsungkan 

perkawinan itu. Keberlakukan syarat-syarat tersebut adalah 

sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya 

yang bersangkutan tidak menentukan lain. 

Syarat-syarat materiil dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 37: 

a. Syarat materiil yang absolut (mutlak) 

Merupakan syarat-syarat yang berakibat pada 

umumnya orang tidak lagi berwenang melangsungkan 

perkawinan, jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi oleh para 

pihak. Syarat-syarat ini meliputi 5 hal, yaitu : 

1) Kedua belah pihak masing-masing harus tidak 

terikat dalam perkawinan. 

2) Adanya persetujuan sukarela atau bebas antara 

calon suami istri 

 
36 K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), 

Hlm. 16. 
37 Bing Waluyo. 2020. Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan. Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan 

Kewarganegaraan 2 (1), hlm 195. 
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3) Calon suami istri harus mempunyai batas umur 

minimum tertentu 

4) Harus ada persetujuan dari pihak ketiga (izin orang 

tua) 

5) Seorang wanita tidak boleh/ dapat kawin lagi 

sebelum lampau waktu tunggu (waktu tunggu 

perempuan) 

b. Syarat-Syarat Materil yang relatif 

Syarat-syarat ini adalah syarat-syarat yang 

mengandung larangan perkawinan tertentu, yaitu : 

1) Larangan perkawinan antara orang-orang yang ada 

hubungan kekeluargaan dan antara dua orang yang 

mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau 

peraturan lain yang berlaku dilarang kawin 

sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU Perkawian. 

2) Larangan perkawinan antara mereka yang dengan 

putusan hakim terbukti melakukan perzinahan. 

3) Larangan perkawinan karena perkawinan 

terdahulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU 

Perkawinan. 

b) Syarat Formil  

Syarat-syarat formil adalah syarat-syarat yang berhubungan 

dengan tatacara atau formalitas-formalitas pelangsung 
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perkawinan38. Syarat-syarat formil dari perkawinan antara lain 

ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, 

yakni setiap pernikahan wajib dicatatkan sesuai dengan  

perundang-undangan yang berlaku hal ini sejalan dengan 

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Hal ini sama halnya 

dimaknai sebagai aturan pencatatan bagi dokumen-dokumen 

negara yang penting lainnya seperti kelahiran, kematian yang 

dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang 

juga dimuat dalam daftar pencatatan. Sehingga aturan mengenai 

pencatatan setelah pernikahan itu penting sebagai suatu upaya 

penertiban bagi masyarakat.  

4. Asas Perkawinan 

a. Asas Monogami 

Asas perkawinan yang berlaku pada hukum perkawinan 

Indonesiaa adalah asas monogami, yaitu dimana seorang pria hanya 

dibolehkan memiliki seorang istri dan seorang wanita hanya boleh 

memiliki satu suami. Namun, monogami yang diterapkan di 

Indonesia merupakan monogami relatif/ terbuka yang artinya 

memberikan peluang bagi seorang untuk melakukan poligami.  

Di dalam KUH Perdata asas monogami yang dianut adalah 

bersifat mutlak dan ini dapat dilihat dalam Pasal 27 KUH Perdata 

 
38 Waluyo, B. Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan. Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2(1), 

2020, hlm193-199.   
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yang menyatakan bahwa dalam waktu yang sama, seorang pria 

hanya diperbolehkan mempunyai seorang perempuan sebagai istri, 

dan perempuan hanya satu laki-laki sebagai seorang suami. Dengan 

demikian, hukum perkawinan di Indonesia menganut asas 

monogami tidak mutlak yakni poligami yang dapat dipahami 

sebagai kelembagaan alternatif untuk solusi suatu permasalahan.39 

b. Asas tidak mengenal Perkawinan Poliandri 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 

dalam Pasal 3 Ayat (1) menjelaskan tentang ketidakbolehan adanya 

perkawinan poliandri , dimana seorang wanita hanya boleh memiliki 

seorang suami pada waktu bersamaan. 

5. Macam-macam Perkawinan  

a. Perkawinan yang Sah/Shahih 

Suatu akad perkawinan menurut hukum islam  adalah sah apabila 

akad tersebut dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun 

yang lengkap, sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama dan tidak 

ada sesuatu yang menghambat atau mencegah sahnya akad 

perkawinan itu bagi kedua belah pihak. 

Rukun perkawinan itu adalah sebagian dari hakikat perkawinan 

atau elemen perkawinan, seperti adanya laki-laki, perempuan, wali, 

dan sebagainya. Sedangkan syarat perkawinan adalah keadaan 

 
39 Anwar Rachman, Pratiwi Thalib, Saepudin Muhtar. Hukum Perkawinan Indonesia 

Perspektig Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi Negara. Jakarta, 2016. Hlm 65-

66. 



34 

 

 
 

hukum dari rukun-rukun perkawinan, misalnya syarat-syarat wali 

dan sebagainya. 

b. Perkawinan  yang Batal/Batil 

Nikah batil ialah pernikahan yang tidak memenuhi salah satu 

rukun dari pernikahan, seperti pernikahan yang dilakukan tanpa 

kehadiran seorang wali baik wali nasab maupun wali hakim yang 

ditunjuk oleh wali nasab untuk menggantikannya. Selain itu, akad  

perkawinan juga dikatakan batal, apabila didalamnya terdapat 

larangan-larangan yang bersifat abadi atau berlaku terus menerus, 

seperti : 

Pertama, disebabkan karena adanya hubungan kekerabatan (nasab). 

Keharaman perempuan-perempuan yang haram dikawini oleh 

seorangg laki-laki disebutkan sesuai dengan bunyi surat an-Nisa ayat 

23 ” Diharamkan atasmu (mengawini) ibu- ibumu, anak-anakmu, 

saudara-saudara ayahmu, saudara-saudara ibumu, anak-anak 

saudara laki-lakimu; anak saudara- saudara perempuanmu”.40 

  Kedua, karena hubungan persusuan (radha’ah). Mereka 

yang sesusuan menjadikan orang yang bersangkutan mempunyai 

hubungan kekeluargaan yang sangat dekat. Mereka menjadi saudara 

dalam pengertian hukum perkawinan, tetapi tidak menjadikan 

persaudaraan sedarah untuk terjadinya saling mewaris. Bila seorang 

anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan 

 
40 Ibid, hlm 110.  
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itu menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi si anak sehingga 

perempuan yang menyusukan seperti ibunya. 41 

Namun demikian hubungan susuan ini menurut Imam Syafi’i dan 

Imam Ahmad baru timbul  jika yang bersangkutan telah menyusu 

sampai kenyang, dengan tidak ditentukan waktu-waktunya.42 

Pendapat tersebut sekarang diperkuat dengan adanya penyelidikan 

dokter (medis) yang menyimpulkan bahwa, air susu ibu itu baru 

berproses menjadi darah daging untuk membentuk fisik, apabila 

anak minimal telah menyusu lima kali sampai kenyang.43  

  Ketiga, larangan perkawinan karena danya hubungan 

perkawinan (mushaharah), yaitu hubungan kekeluargaan yang 

timbul karena perkawinan yang telah terjadi sebelumnya. Hubungan 

tersebut dinamai dengan mushaharah44. Termasuk dalam golongan 

ini adalah ibu isteri (mertua perempuan) ke atas, anak tiri ke bawah, 

isteri anak kandung (menantu perempuan). 

c. Perkawinan yang tidak Sesuai dengan Peraturan atau Fasid 

Perkawinan yang fasid ialah perkawinan yang telah 

dilaksanakan itu mengalami kerusakan, tidak sah atau cacat karena 

tidak terpenuhi syarat dan rukunnya. Dan akad suatu perkawinan 

juga dikatakan fasid apabila didalamnya terdapat larangan-larangan 

 
41 Ibid, hlm 115. 
42 Sajuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia (Jakarta: U. I. Press, 1982), Hal. 52. 
43 M.Idris Ramulyo, Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Dari 

Segi Hukum Perkawinan Islam (Jakarta : Indo Halco, 1974). Hal. 39.  
44 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta, Kencana 

PernadaMedia Group, 2006), hlm 112.  
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yang bersifat sementara atau dapat disingkirkan dengan melakukan 

suatu perbuatan tertentu.  

Asaf A.A fyzee dalam bukunya asas asas Hukum Iislam I i 

meinyeibutkan bahwa : Peirkawi inan yang di ianggap fasi id adalah 

seibagai i beiri ikut : 

Peirkawi inan tanpa saksi i, peirkawi inan deingan seiorang peireimpuan 

yang dalam i iddah, peireimpuan yang teirlarang kareina peirbeidaan 

agama, peirkawi inan deingan dua wani ita beirsaudara/ beirteintangan 

deingan peiraturan hubungan ganda ti idak sah, peirkawi inan deingan 

i isteiri i kei li ima. 

Peirkawi inan yang fasi id atau ti idak meinurut aturan antara lai in 

adalah peirni ikahan  deingan meinghadi irkan wali i yang tiidak sah atau 

wali i yang ti idak meimeinuhi i syarat-syarat wali i, peirkawi inan yang 

di ilaksanakan dalam masa i iddah, peirkawi inan deingan dua orang 

beirsaudara pada saat beirsamaan. 

Meilaksanakan akad peirkawi inan yang seingaja dapat di ibatalkan 

atau yang ti idak sah, meinurut hukum Iislam di ipandang seibagai i 

peirbuatan yang mubah, ti idak ada arti inya bahkan di ipandang seibagai i 

peirbuatan yang meilanggar hukum, meirupakan peirbuatan maksi iat 

dan beirdosa, seirta meirupakan munkar yang waji ib diiceigah oleih 

si iapapun yang meingeitahui inya. Oleih kareina i itu meinurut hukum 

Iislam, si iapa saja yang meili ihat, meindeingar atau meingeitahui i akan, 

seidang atau teilah di ilakukannya akad peirkawi inan yang ti idak sah, 
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waji ib meingadakan peinceigahan seipeirlunya, bai ik deingan cara 

meinceigah teirjadi inya maupun deingan meingusahakan 

peimbatalannya.45  

6. Larangan Perkawinan 

 Yang di imaksud deingan larangan peirkawi inan dalam bahasan i ini i 

adalah orang-orang yang ti idak boleih meilakukan peirkawi inan. 

Keiseiluruhannya di iatur dalam Al-Quran dan dalam hadi is Nabi i, larangan 

peirkawi inan i itu ada dua macam : peirtama, peirkawi inan di ilarang untuk 

seilamanya, arti inya laki i-laki i dan peireimpuan ti idak boleih meilakukannya 

di imana pun dan kapan pun, hal iini i masuk dalam kateigori i larangan 

peirkawi inan yang di iseibut mahram muabbad ; keidua, peirkawi inan 

di ilarang untuk seimeintara waktu, arti inya hanya beirlaku dalam keiadaan 

dan waktu teirteintu. Keiti ika keiadaan dan waktu teirteintu beirubah, 

peirkawi inan sudah ti idak lagi i haram, hal i ini i masuk dalam kateigori i 

larangan peirkawi inan yang di iseibut mahram muaqqat46. 

 Ada beirmacam-macam larangan atau halangan untuk 

di ilangsungkannya suatu peirkawi inan, yang pada gari is beisarnya dapat 

di ibagi i dalam 2 macam, yakni i : 

a. Mahram Muabbad 

Mahram muabbad, yai itu orang-orang yang haram meilakukan 

peirni ikahan untuk seilamanya.  

 
45 Hasbi. Ashshiddieqy, Hukum Islam, (Jakarta : pustaka Islam 1962), hal 321.  
46 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta, Kencana 

PernadaMedia Group, 2006), hlm 109-110.  
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Peirtama, di iseibabkan kareina adanya hubungan keikeirabatan 

(nasab). Keiharaman peireimpuan-peireimpuan yang haram di ikawi ini i 

oleih seiorangg laki i-laki i di iseibutkan seisuai i deingan bunyii surat an-

Ni isa ayat 23 ” Di iharamkan atasmu (meingawi ini i) i ibu- i ibumu, anak-

anakmu, saudara-saudara ayahmu, saudara-saudara i ibumu, anak-

anak saudara laki i-laki imu; anak saudara- saudara peireimpuanmu”.47 

 Keidua, kareina hubungan peirsusuan (radha’ah). Meireika 

yang seisusuan meinjadi ikan orang yang beirsangkutan meimpunyai i 

hubungan keikeiluargaan yang sangat deikat. Meireika meinjadi i saudara 

dalam peingeirti ian hukum peirkawi inan, teitapi i ti idak meinjadi ikan 

peirsaudaraan seidarah untuk teirjadi inya sali ing meiwari is. Bi ila seiorang 

anak meinyusu keipada seiorang peireimpuan, maka ai ir susu 

peireimpuan i itu meinjadi i darah dagi ing dan peirtumbuhan bagi i si i anak 

seihi ingga peireimpuan yang meinyusukan seipeirti i i ibunya. 48 

Namun deimi iki ian hubungan susuan i ini i meinurut Iimam Syafi i’i i 

dan Iimam Ahmad baru ti imbul  ji ika yang beirsangkutan teilah 

meinyusu sampai i keinyang, deingan ti idak di iteintukan waktu-

waktunya.49 Peindapat teirseibut seikarang di ipeirkuat deingan adanya 

peinyeili idi ikan dokteir (meidi is) yang meinyi impulkan bahwa, ai ir susu 

 
47 Ibid, hlm 110.  
48 Ibid, hlm 115. 
49 Sajuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia (Jakarta: U. I. Press, 1982), Hal. 52. 
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i ibu iitu baru beirproseis meinjadi i darah dagi ing untuk meimbeintuk fi isiik, 

apabi ila anak mi ini imal teilah meinyusu li ima kali i sampai i keinyang.50  

Keiti iga, larangan peirkawi inan kareina danya hubungan 

peirkawi inan (mushaharah), yai itu hubungan keikeiluargaan yang 

ti imbul kareina peirkawi inan yang teilah teirjadi i seibeilumnya. Hubungan 

teirseibut di inamai i deingan mushaharah51. Teirmasuk dalam golongan 

i ini i adalah i ibu i isteiri i (meirtua peireimpuan) kei atas, anak ti iri i kei bawah, 

i isteiri i anak kandung (meinantu peireimpuan). 

b. Golongan Ghai iru Muahbadah/Muaqqat 

Yai itu larangan kawi in yang beirlaku untuk seimeintara waktu 

di iseibabkan oleih hal teirteintu. Larangan seimeintara i ini i salah satunya 

beirlaku dalam hal kareina masi ih teiri ikat dalam i ikatan peirkawi inan. 

Seiorang peireimpuan yang seidang teiri ikat dalam talii peirkawi inan 

haram di ikawi ini i oleih si iapa pun. Bahkan peireimpuan yang seidang 

dalam peirkawi inan di ilarang untuk di ilamar, bai ik dalam ucapan teirus 

teirang maupun seicara si indi iran meiski ipun deingan janji i akan di ikawi ini i 

seitalah di iceirai i dan habi is masa i iddahnya. Keiharaman i itu beirlaku 

seilama suami inya masi ih hi idup atau beilum di iceirai i oleih suami inya. 

Keiharaman meingawi ini i peireimpuan beirsuami i teirdapat dalam surat 

An-Ni isa ayat 24, yang beirbunyi i : 

 
50 M.Idris Ramulyo, Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Dari 

Segi Hukum Perkawinan Islam (Jakarta : Indo Halco, 1974). Hal. 39.  
51 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta, Kencana 

PernadaMedia Group, 2006), hlm 112.  
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وَراَۤءَ  مَّا لَكُمْ  وَاُحِلَّ    عَلَيْكُمْ  اللٰ ِ  كِتٰبَ      اَيْْاَنكُُمْ  مَلَكَتْ  مَا  اِلَّْ  النِ سَاۤءِ  مِنَ  وَالْمُحْصَنٰتُ  ۞  
تَ غُوْا  اَنْ  ذٰلِكُمْ  مُسٰفِحِيَْ  غَيَْ  مُّحْصِنِيَْ  بَِِمْوَالِكُمْ  تَ ب ْ     

 
”Dan (di iharamkan juga meingawi ini i) peireimpuan yang beirsuami i, 

keicuali i budak-budak yang kamu mi iliiki i”. 

 

Undang-undang juga meimuat larangan peirkawi inan yang dapat 

di igolongkan keipada larangan yang beirsi ifat seilamanya dan larangan 

yang beirsi ifat seimeintara. Larangan yang beirsi ifat seilamanya teirtuang 

dalam Pasal 8 Undang-Undang Peirkawi inan meinyatakan : 

Peirkawi inan di ilarang antara dua orang yang beirhubungan darah 

dalam gari is keiturunan lurus kei bawah ataupun kei atas, mi isalnya 

antara orang tua dan anak atau antara cucu deingan datuk atau kakeik; 

hubungan darah dalam gari is keiturunan meinyampi ing, yai itu antara 

saudara, antara seiorang deingan saudara orang tua, antara seiorang 

deingan saudara neineiknya; hubungan seimeinda, yai itu seiseiorang 

deingan meirtua, anak ti iri i, meinantu dan i ibu atau bapak ti iri i; 

beirhubungan susuan, yai itu seiseiorang deingan orang tua susuan, anak 

susuan dan bi ibi i atau paman susuan; beirhubungan saudara deingan 

i isteiri i atau seibagai i bi ibi i atau keimeinakan dari i i isteiri i, dalam hal seiorang 

suami i i isteiri i leibi ih dari i seiorang/ poli igami i; dan yang kareina agamanya 

atau peiraturan lai in yang beirlaku di ilarang. 52 

Seidangkan larangan yang beirsi ifat seimeintara di i jeilaskan dalam 

Pasal 9 Undang-Undang meineitapkan ji ika seiseiorang teiri ikat dalam 

 
52 Melihat Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Pasal 8.  
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tali i peirkawi inan deingan orang lai in tiidak bi isa untuk kawi in lagi i, 

di ikeicuali ikan bagi i seiorang suami i yang teilah meindapat i izi in dari i 

peingadi ilan dalam hal alasan alasan dan syarat-syarat untuk poli igami i 

di ipeinuhi i. 53 Keiteintuan teirseibut beirhubungan deingan keiteintuan yang 

di iteitapkan dalam Pasal 3 Undang-undang, bahwa pada asasnya 

dalam suatu peirkawi inan seiorang pri ia hanya boleih meimpunyai i 

seiorang i isteiri i, dan seiorang wani ita hanya boleih meimpunyai i seiorang 

suami i. 54 

Seilai in iitu Pasal 10 Undang-undang meinyatakan, apabi ila suami i 

i isteiri i yang teilah beirceirai i kawi in lagi i satu deingan yang lai in, dan 

beirceirai i lagi i untuk keidua kali inya, maka di iantara meireika ti idak boleih 

di ilangsungkan peirkawi inan lagi i. 55Keiteintuan i ini i beirlaku bagi i piihak-

pi ihak yang hukum dan agamanya masi ing-masi ing ti idak meineintukan 

lai in. Dalam hukum Iislam suami i i isteiri i yang beirceirai i untuk keidua 

kali inya masi ih boleih kawi in lagi i satu sama lai in, seidang yang lai in 

di ilarang untuk kawi in lagi i antara keiduanya adalah apabi ila teilah 

teirjadi inya peirceirai ian yang keiti iga kali inya. 

 
53 Melihat Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Pasal 9. 
54 Melihat Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Pasal 3. 
55 Melihat Undang-Undabg No 1 Tahun 1974, Pasal 10.  
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B. Konsep Umum Pembatalan Perkawinan  

1. Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam 

a. Definisi Pembatalan Perkawinan 

Fasakh-nya nya peirkawi inan seicara bahasa beirasal dari i kata 

fasah yang beirarti i meirusak atau meincabut. Dan meinurut i isti ilah, 

Fasakh beirarti i peirceirai ian yang di iseibabkan oleih ti imbulnya hal-hal 

yang di ianggap beirat oleih suami i atau i istri i atau keiduanya seihi ingga 

meireika ti idak sanggup untuk meilaksanakan keihi idupan suami i i istri i 

dalam meincapai i tujuannya. 

 Fasakh menurut bahasa berasal dari bahasa arab yaitu al-

Faskhu artinya ad-da’fu (kelemahan), al-Jahlu (kebodohan), at-

Tarhu (jatuh), Ifsadu ar-Ra’yi (kirusakan akal), ad-Naqdlu 

(pembatalan), at-Tafriq (pemisahan), Infasaha An-Nikah berarti 

Intaqada Aqdud nikah (akad nikah menjadi batal).56 Secara istilah 

fasakh memiliki arti batalnya suatu perkawinan yang karena hal 

menyebabkan perkawinan tersebut tidak dapat diteruskan. Baik 

karena terdapatnya suatu kesalahan pada saat akad, maupun sesuatu 

yang terjadi kemudian hari yang dapat mencegah kelangsungan 

perkawinan tersebut.57 Menurut penulis maksud dari kalimat sesuatu 

yang terjadi kemudian hari yang bisa mencegah kelangsungan 

perkawinan, seperti ketidaksahan dokumen perkawinan, kesalaahan 

 
56 ZM Husni and A Latief, "Keabsahan Praktek Fasakh Dalam Perkawinan Karena 

Murtad", HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan ..., 2022.  
57  Hotnida Nasution, “Pembatalan Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama (Tinjauan 

Dari Hukum Positif)”, Jurnal Cita Hukum, Vol. 1 No. 1 (2013), h. 139    
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dalam penunjukan wali, status calon perempuan yang masih dalam 

waktu tunggu. 

Amir Syarifudin dalam bukunya yang berjudul, Hukum 

Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan 

Undang-Undang Perkawinan mendefinisikan peimbatalan 

peirkawi inan adalah batalnya suatu hubungan peirkawi inan atas 

peirmi intaan salah satu dari i suami i atau i istri i kareina di iteimukan bahwa 

peirkawi inan teirseibut meinyalahi i atau meilanggar aturan hukum yang 

ada.58 Dalam Hukum Iislam, peimbatalan peirkawi inan juga di ikeinal 

deingan i isti ilah fasakh yang beirarti i meimbatalkan.59  

b. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan 

Dali il Al-Qur’an yang di igunakan seibagai i dasar hukum fasakh 

salah satunya teirdapat dalam Surat An-Ni isa ayat 23:  

تُكُمْ  امَُّهٰتُكُمْ  عَلَيْكُمْ  حُر مَِتْ  تُكُمْ  وَاَخَوٰتُكُمْ  وَبَ ن ٰ الُْْخْتِ  وَبَ نٰتُ  الَْْخِ  وَبَ نٰتُ  وَخٰلٰتُكُمْ  وَعَمٰ   
كُمْ  وَامَُّهٰتُ  الرَّضَاعَةِ  مِ نَ  وَاَخَوٰتُكُمْ  اَرْضَعْنَكُمْ  الٰ تِيْ  وَامَُّهٰتُكُمُ  بُكُمُ  نِسَاۤىِٕ ىِٕ فِْ  الٰ تِْ  وَرَبَِۤ  
كُمُ  مِ نْ  حُجُوْركُِمْ  جُنَاحَ  فَلَ  بِِِنَّ  دَخَلْتُمْ  تَكُوْنُ وْا لَّّْ  فاَِنْ  بِِِنَّ   دَخَلْتُمْ  الٰ تِْ  نِ سَاۤىِٕ  
لُ      عَلَيْكُمْ  ىِٕ كُمُ  وَحَلَۤ سَلَفَ  قَدْ  مَا اِلَّْ  الُْْخْتَيِْ  بَيَْ  تََْمَعُوْا وَاَنْ  اَصْلَبِكُمْ   مِنْ  الَّذِيْنَ  ابَْ نَاۤىِٕ    

رَّحِيْمًا  غَفُوْراً كَانَ  اللٰ َ  اِنَّ   
    

Di iharamkan atas kamu (meini ikahi i) i ibu-i ibumu, anak-anak 

peireimpuanmu, saudara-saudara peireimpuanmu, saudara-saudara 

peireimpuan ayahmu, saudara-saudara peireimpuan i ibumu, anak-anak 

peireimpuan dari i saudara laki i-laki imu, anak-anak peireimpuan dari i 

saudara peireimpuanmu, i ibu yang meinyusui imu, saudara-saudara 

peireimpuanmu seisusuan, i ibu iistri i-i istri imu (meirtua), anak-anak 

peireimpuan dari i i istri imu (anak ti iri i) yang dalam peimeili iharaanmu  dari i 

 
58 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan 

Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 242.  
59 Mursyid Djawas, dkk, “Fasakh Perkawian di daalam Teori Maslahah menurut Imam Al-

Ghazali”, El Usrah Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 2, No. 1 (2019), hlm. 99.   
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i istri i yang teilah kamu campuri i, teitapi i ji ika kamu beilum beircampur 

deingan i istri imu i itu (dan sudah kamu ceirai ikan), ti idak beirdosa bagi imu 

(meini ikahi inya), (dan di iharamkan bagi imu) iistri i-i istri i anak 

kandungmu (meinantu), dan (di iharamkan pula) meingumpulkan 

(dalam peirni ikahan) dua peireimpuan yang beirsaudara, keicuali i 

(keijadi ian pada masa) yang teilah lampau. Seisungguhnya Allah 

adalah Maha Peingampun lagi i Maha Peinyayang.60 

 

Hadist-hadist yang relevan dalam dasar hukum pembatalan 

perkawinan. Salah satunya hadist yang diriwayatkan oleh Imam 

Malik, yang berbunyi ”Bilamana seorang laki-laki menikahi seorang 

perempuan, dan laki-laki itu mengalami gangguan jiwa atau 

mengidap penyakit berbahaya, maka perempuan tersebut diberi 

pilihan. Jika mau, ia boleh meneruskan perkawina. Jika tidak, ia 

boleh bercerai61”. 

c. Sebab Pembatalan Perkawinan 

Di ili ihat dari i seigi i faktor, seibab jatuhnya faskh seicara gari is beisar 

di ibagi i dalam 2 (dua) seibab meinurut Ami ir Syari ifuddi in, yai itu kareina 

ti idak teirpeinuhi inya syarat yang teilah di iteintukan dalam hukum i islam, 

bai ik teintang rukun, teirdapat halangan yang ti idak meimbeinarkan 

teirjadi inya peirkawi inan; fasakh yang teirjadi i kareina pada di iri i suami i 

atau i istri i teirdapat seisuatu yang meinyeibabkan peirkawi inan ti idak 

mungki in di ilanjutkan, kareina kalau di ilanjutkan akan meinyeibabkan 

keirusakan pada suami i atau i istri i atau keiduanya seikali igus. 

 
60 Quran Kemenag, Surat An-Nisa ayat 23.  
61  Tihami, Kajian Nikah Fikih Lengkap, (Jakarta: Radjagrafindo Persada, 2010), h. 146.   
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Adapun seibab lai in yang meinyeibabkan teirjadi inya fasakh dalam 

hubungan adalah keiluarnya i istri i dari i agama i islam, diikeitahui i ada 

hubungan mahram antara suami i-i istri i, suami i atau i istri i meingalami i 

tunagrahi ita, suami i leimah syahwat, ataupun teirtutupnya keimaluan si i 

i istri i

62, meingalami i ganguan ji iwa bai ik suami i/i istrii, meingi idap peinyakiit 

beirbahaya. Jeini is-jeini is cacat atau peinyaki it yang meimboleihkan 

teirjadi inya fasakh adalah : peirtama, cacat atau peinyaki it yang 

meinghalangi i hubungan badan, seipeirti i jubb (teirpotong keimaluan) 

atau ’unnah (leimah keimaluan) ; keidua, cacat atau peinyaki it yang 

meinghalangi i hubungan badan, namun meimbahayaka, seipeirti i 

judzam (kusta), barash (balak), ganguan ji iwa. 63 

Dalam Kompi ilasi i Hukum Iislam di ijeilaskan meingeinai i seibab 

teirjadi inya fasakh, yai itu seiorang suami i meilakukan poli igami i tanpa 

i izi in Peingadi ilan Agama, peireimpuan yang di ikawi ii i teirnyata keimudi ian 

hari i masi ih meinjadi i iistri i pri ia lai in yang mafqud, peireimpuan yang 

di ikawi ini i teirnyata masi ih dalam i iddah dari i suami i lai in, peirkawi inan 

yang meilanggar batas usi ia peirkawi inan, peirkawi inan yang teirjadi i 

ti idak di ihadi iri i wali i, dan peilaksanaan peirkawi inan deingan paksaan. 

d. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan 

1) Meinyangkut hubungan suami i i isteiri i 

 
62 Melihat website NU Online, tgl 25 Juni 2024, pkl 20.36. https://islam.nu.or.id/nikah-

keluarga/perbedaan-fasakh-dan-talak-dalam-fiqih-munakahat-d3pl1.  
63 Melihat website NU Online, tgl 25 Juni 2024, pkl 20.36. https://www.nu.or.id/nikah-

keluarga/pengertian-dan-sebab-fasakh-pernikahan-dalam-fiqih-perkawinan-Rrrh0. 
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Aki ibat hukum diisi ini i beirlaku bagi i peimbatalan peirkawi inan 

yang bati il dan fasi id.  Ji ika peimbatalan akad peirkawi inan 

di iseibabkan oleih keikhi ilafan, keiti idaktahuan, atau ti idak di iseingaja, 

dan beilum teirjadi i peirseitubuhan atau campur tangan, orang yang 

beirsangkutan ti idak di ianggap beirsalah atau beirdosa. Namun, ji ika 

teirjadi i, peirseitubuhan i itu ti idak di ianggap seibagai i peirzi inahan dan 

orang yang beirsangkutan tiidak di ii izi inkan untuk diijatuhi i hukuman 

zi ina. Iistri inya harus beiri iddah seiteilah peimbatalan. 

Seidangkan apabi ila akad peirkawi inan yang di ibatalkan i itu 

teirjadi i kareina keiseingajaan seipeirti i deingan meimbeiri ikan 

keiteirangan keiteirangan bohong, saksi i palsu, atau surat-surat palsu, 

ji ika beilum teirjadi i peirseitubuhan maka i isteiri i tiidak waji ib beiri iddah. 

Orang yang meimalsukan atau meimbeiri i keiteirangan bohong i itu 

di ipandang beirsalah dan beirdosa seirta dapat di ikeinakan tuntutan 

pi idana. Teitapi i ji ika teilah teirjadi i peirseitubuhan, di isampi ing 

peirkawi inan teirseibut di ibatalkan dan yang beirsangkutan di ikeinakan 

tuntutan pi idana, di itambah lagi i peirseitubuhan i itu di i pandang 

seibagai i zi ina, di ikeinakan hukuman ”had” (rajam) zi ina64. Teitapii 

apabi ila salah satu pi ihak tiidak meingeitahui i bahwa i ia teilah di i 

bohongi i atau teilah di itiipu oleih salah satu pi ihak maka ti idak beirdosa 

teitapi i bagi i yang beirbuat bohong atau yang meimbohongi i iitu yang 

beirdosa. 

 
64 Hasbi. Ashshiddieqy, Hukum Islam, (Jakarta : pustaka Islam 1962), hal 324.  
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Ji ika seiorang meinjatuhkan fasakh kareina tampaknya teirdapat 

suatu ai ib seiteilah hubungan badan, maka ada keiwaji iban bagi inya 

meimbayar mahar mi istiil. Meinrut Syeikh Mustafa Al – Khiin  dalam 

Ki itab A-Fi iqhul Manhaji i halaman 115 yang di irujuk dari i Nu Onli iei, 

suami i yang meilakukan fasakh ti idak beirhak meinari ik keimbali i 

mahar yang teilah di ibeiri ikan keipada wali i atau i istri i yang teilah 

meingeilabui i di iri inya. Ji ika seiorang i istri i di ifasakh dalam keiadaan 

hami il maka ti idak ada nafkah untukya.  

Fasakh ji ika di ili ihat dari i konseikueinsi inya teirhadap peirni ikahan 

maka seikeiti ika i itu peirni ikahan beirakhi ir dan peireimpuan yang dii 

fasakh teilah teitap meimi ili iki i masa i iddah. Hal teirseibut juga teirdapat 

dalam Kompi ilasi i Hukum Iislam Pasal 155 ” Waktu i iddah bagii 

janda yang putus peirkawi inannya kareina khuluk, fasakh, dan li i’an 

beirlaku i iddah talak”. 

Deingan deimi iki ian, ji ika seiseiorang meinjatuhkan fasakh 

peirni ikahan, keimudi ian meimpeirbaharui inya. Keimudi ian 

meinjatuhkan fasakh-nya lagi i, maka ti idak haram bagi inya 

meini ikahi i keimbali i mantan i istriinya walaupun teilah tiiga kali i akad 

dan ti iga kali i fasakh. 

Dalam hubungan i ini i, ji ika keihi idupan teilah di iseimpurnakan atau teilah 

teirjadi i peirseitubuhan, i isteiri i beirhak meindapatkan mahar atau mas 

kawi in meinurut jumlah yang seiwajarnya atau yang teilah 
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di iteintukan. Dan di iantara suami i iisteiri i yang peirkawi inannya di i 

batalkan ti idak teirjadi i sali ing meiwari is.65 

Seilai in i itu, dalam undang-undang di ijeilaskan bahwa aki ibat 

hukum peimbatalan peirkawi inan teirhadap hubungan suami i-i istri i 

adalah putusnya hubungan suami i-i istri i, kareina seiteilah keiputusan 

peingadi ilan beirkeikuatan hukum teitap, peirkawi inan di ianggap ti idak 

peirnah ada. Hal i ini i seisuai i deingan Pasal 28 Ayat (1) Undang-

Undang No.1 Tahun 1974, yang meinyatakan bahwa "batalnya 

suatu peirkawi inan di imulai i seiteilah keiputusan peindakwaan yang 

di iteitapkan oleih peingadi ilan". 66 

2) Meinyangkut hubungan orang tua dan anaknya/keiturunannya 

Dampak dari i peimbatalan peirkawi inan teirhadap anak teirbagi i 

meinjadi i dua, yai itu teirhadap peirkawi inan yang rusak dan 

peirkawi inan yang batal. Status anak pada peirkawi inan yang fasi id 

(rusak) meirupakan sah, nasab dari i anak teirseibut adalah ayah 

i ibunya, dan anak dari i peirkawi inan yang fasi id i ini i beirhak meindapat 

bi iaya peimeili iharaan dari i ayahnya. Seidangkan status anak yang 

peirkawi inan orang tuanya i itu bati il hanya beirnasab pada i ibunya. 

Ayah dari i anak teirseibut ti idak waji ib meinyeidi iakan bi iaya 

peimeili iharaan anak.67 

 
65 Siti Djubaedah, Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan UU No. ! Th 1974. 

Tesis Universitas isndonesia, 2006, hlm 70-71.  
66 Efi Windi Yani, Pembatalan Perkawinan karena Odentitas Palsu untuk Poliandri,  

Skripsi UIN Walisongo, 2022. 
67 Siti Djubaedah, Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan UU No. 1 Th 1974. 

Tesis Universitas Indonesia, 2006, hlm 71. 
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3) Harta beinda peirkawi inan  

Harta beinda dalam peirkawi inan yang di ibatalkan adalah 

keimbali i pada para pi ihak, yai itu suami i dan iistri i. Ada atau ti idaknya 

peirjanji ian peirkawi inan dalam peirni ikahan ti idak beirpeingaruh 

teirhadap harta beinda peirkawi inan, kareina seiteilah teirjadi inya 

peimbatalan peirkawi inan makan peirkawi inan teirseibut di ianggap 

ti idak ada dan tak peirnah ada, seihi ingga peirjanji ian peirkawi inan 

i itupun diianggap ti idak peirnah teirjadi i dan ti idak peirnah ada. 

Adapun status mahar yang di ibeiri ikan saat peirkawi inan seiteilah 

teirjadi i peimbatalan peirkawi inan, yai itu teitap mi ili ik i istri i ji ika para 

pi ihak meilakukan peirkawi inan keimbali i dan beirgantung pada 

keibi ijaksanaan suami i ji ika para pi ihak ti idak meini ikah keimbali i.68 

2. Pembatalan Perkawinan Merujuk Pada Hukum Positif 

a. Definisi Pembatalan Perkawinan 

Peimbatalan adalah ti indakan Peingadi ilan beirupa keiputusan yang 

meinyatakan peirkawi inan yang di ilakukan i itu di inyatakan ti idak sah, 

dan seisuatu yang di inyatakan ti idak sah i itu di ianggap ti idak peirnah ada. 

Batalnya peirkawi inan meinjadi ikan i ikatan peirkawi inan yang teilah ada 

meinjadi i putus, hal i ini i beirarti i peirkawi inan yang teirjadi i di ianggap ti idak 

peirnah ada, dan suami i iisteiri i yang peirkawi inannya di ibatalkan 

di ianggap ti idak peirnah kawi in seibagai i suami i i istri i

69. Iistiilah  batalnya 

 
68 Ibid, hlm 72.  
69 Faisal. (2017). Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya. Al-Qadha: Jurnal Hukum 

Islam Dan Perundang-Undanganndangan, hal 1–15. 
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peirkawi inan di ianggap ti idak teipat, leibi ih pas di ikatakan peirkawi inan 

dapat di ibatalkan seibab peirkawi inan i itu ti idak meimeinuhi i syarat baru 

peirkawi inan. 70 

Reieigulasi i peieimbatalan peieirkawi inan teieirtuang di i Undang-Undang 

No.1 Tahun 1974 di iatur pada Bab IiV Pasal 22 sampai i 28 deieingan 

reieigulasi i yang teieirdapat pada Peiraturan Peimeiri intah (PP) No.9 Tahun 

1975 yang di imuat dii Bab VIi Pasal 37 dan 38. Seieilai in iitu juga, aturan 

teieintang Peieimbatalan peieirkawi inan teieirdapat pada Kompi ilasii Hukum 

Iislam (KHIi) yang aturannya di iatur dalam Iintruksi i Preieisi ideiein (Iinpreieis) 

No.1 Tahun 1991 pada Bab XIi Pasal 70 sampai i 76. Beibeirapa pasal 

di i atas  meieinjeieilaskan teieintang ti idak sahnya peieirkawi inan kareieina ti idak 

di ipeieinuhi inya syarat teieirteieintu, jiika peieirkawi inan  teieirlanjur di ilakukan 

maka dapat di ibatalkan. Peimbahasan teintang peimbatalan 

peirkawi inan seicara leingkap dan teirpeiri inci i teilah di ijeilaskan di i dalam 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Teintang Peirkawi inan Pasal 

22, di inyatakan deingan teigas bahwa “peirkawi inan dapat di ibatalkan, 

apabi ila para pi ihak ti idak meimeinuhi i syarat-syarat untuk meilangsung-

kan peirkawi inan.71  

Keiluarga dari i gari is keiturunan lurus kei atas suami i atau i istri i, 

peijabat yang beirweinang, dan seiti iap orang yang meimiili iki i 

keipeinti ingan hukum seicara langsung teirhadap peirkawi inan teirseibut 

 
70 Wahyono Darmabrata, dan Surini Ahlan Sjarif, Hukum Perkawinan dan Keluarga di 

Indonesia (Jakarta: Rizkita, 2002), hal 41. 
71 Melihat Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 22.  
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dapat meingajukan peimbatalan peirkawi inan yang ti idak meimeinuhii 

syarat-syarat untuk meilangsungkan peirkawi inan hanya seilama 

peirkawi inan beilum di iputuskan dan hanya seiteilah peirkawi inan i itu 

putus. 

 Kompi ilasi i Hukum Iislam juga meingatur meingeinai i peimbatalan 

peirkawi inan yang teirtuang dalam pasal 70 sampai i 76. Adapun hal-

hal yang dapat di i ajukan untuk meimbatalkan suatu peirkawi inan di i 

atur dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang Peirkawi inan.72 

b. Perkawinan yang dibatalkan 

Bahwa seibeilum beirlangsungnya suatu peirkawi inan peirlu 

di iadakan peimeiri iksaan dan peineili iti ian teirleibi ih dahulu, untuk 

meingeitahui i apakah  syarat-syarat peirkawi inan yang di ipeirlukan teilah 

di ipeinuhi i dan ti idak ada halangan yang meiri intangi i peilaksanaan 

peirkawi inan i itu. Ji ika teirnyata salah satu atau keiduanya dari i yang 

di iseibut di i atas i itu tiidak  teirpeinuhi i, maka peilaksanaan peirkawi inan i itu 

harus di iceigah. Namun apabi ila peirkawi inan teirseibut teirlanjur teilah 

di ilaksanakan, maka haruslah di iadakan peimbatalan teirhadap 

peirkawi inan yang beirsangkutan. Peingajuan peirmohonan peimbatalan 

peirkawi inan i ini i bi isa di iseirahkan pada Peingadi ilan Agama di i areia 

hukum saat peirkawi inan diilaksanakan di iteimpat keidi iaman pi ihak 

suami i i isteiri i, pi ihak suami i maupun pi ihak i isteiri i.73 

 
72  Prof. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet 26 ( Jakarta : PT Intermasa, 1982), 

hal 27. 
73 Melihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 25.  



52 

 

 
 

Undang-Undang meineitapkan dalam Pasal 22, bahwa peirkawi inan 

dapat di ibatalkan apabi ila para pi ihak ti idak meimeinuhi i syarat-syarat 

untuk meilangsungkan peirkawi inan. Deingan peinjeilasan peingeirti ian 

”dapat” di iarti ikan seibagai i bi isa batal/bi isa tiidak batal, bi ilamana 

meinurut keiteintuan hukum agamanya masi ing-masi ing ti idak 

meineintukan lai in. Hal teirseibut meingi ingat bahwa Pasal 2 ayat (1) 

meinyadarkan keiabsahan suatu peirkawi inan pada hukum masi ing-

masi ing agamanya dan keipeircayaannya i itu. 

c. Pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan 

Masalah peirmbatalan peirkawi inan di iatur dalam Pasal 22 sampai i 

Pasal 28 Undang-Undang Peirkawi inan. Peimbatalan peirkawi inan yang 

di i putuskan oleih Peingadi ilan meimi ili iki i dampak yang jauh, bai ik 

teirhadap suami i i isteiri i, anak,  keiluarganya, harta beinda suami i i isteiri i. 

Maka untuk meingalangi i tiimbulnya hal-hal yang tiidak di ii ingi inkan, 

peimbatalan peirkawi inan hanya dapat di iajukan oleih piihak-pi ihak 

teirteintu keipada peingadi ilan dalam daeirah hukum teimpat 

beirlangsungnya peirkawi inan atau di i teimpat ti inggal dari i keidua beilah 

pi ihak suami i atau i isteiri i. 

Ti idak seiti iap orang dapat meingajukan peimbatalan peirkawi inan kei 

peingadi ilan. Undang-Undang Peirkawi inan meineintukan si iapa-si iapa 

yang dapat meingajukan peimbatalan peirkawi inan seipeirti i di iatur dalam 

Pasal 23 nya, yai itu : para keiluarga dalam gari is keiturunan lurus 

keiatas dari i suami i i isteiri i; suami i i isteiri i yang beirsangkutan; peijabat 
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yang beirweinang, hanya seilama peirkawi inan beilum di iputuskan, dan 

seiti iap orang meimpunyai i keipeinti ingan hukum seicara langsung 

teirhadap peirkawi inan teirseibut, teitapi i hanya seiteilah peirkawi inan i itu 

di iputus.  

d. Sebab Terjadi Pembatalan Perkawinan 

Seibab teirjadi inya peimbatalan peirkawi inan seicara luas di iseibutkan 

antara lai in, seiorang suami i meilakukan poli igami i tanpa i izi in 

peingadi ilan agama; peireimpuan yang di ikawi ini i teirnyata keimudi ian 

di ikeitahui i masi ih meinjadi i i istrii pri ia lai in yang mafqud; peireimpuan 

yang di ikawi ini i teirnyata masiih dalam i iddah dari i suami i laiin; 

peirkawi inan yang meilanggar batas umur peirkawi inan dalam Pasal 7 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang diireivi isii oleih Undang-

Undang No. 16 Tahun 2019; peirkawi inan di ilangsungkan tanpa 

adanya wali i atau di ilaksanakan oleih wali i yang tiidak beirhak; 

peirkawi inan di ilaksanakan deingan paksaan74.  

Secara khusus suatu perkawinan dapat dibatalkan oleh seorang 

yang karena suatu perkawinan masih terikat dirinya, dengan salah 

satu dari ke dua belah pihak dalam perkawinan yang baru, atas dasar 

masih adanya perkawinan yang terdahulu75. Selain itu perkawinan 

yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang 

tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan 

 
74 Melihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 71.   
75 Melihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 24. 
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tanpa dihadiri dua orang saksi, dapat dimintakan pembatalannya 

oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami 

atau isteiri; jaksa; dan suami/isteri yang bersangkutan, tetapi hak 

membatalkan oleh suami atau isteri tersebut gugur apabila mereka 

telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan 

akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang 

tidak berwenang dan perkawinan harus diperbarui supaya sah.76 

Seorang suami atau isteri dapat pula mengajukan permohonan 

pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di 

bawah ancaman yang melanggar hukum ataupun apabila pada waktu 

berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri 

suami atau isteri. Tetapi hak ini gugur sejak ancaman telah berhenti, 

atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, yang 

bersangkutan dalam jangka waktu enam bulan setelah itu masih tetap 

hidup sebagai suami isteri dan tidak mempergunakan haknya untuk 

mengajukan permohonan pembatalan tersebut. 77 

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan 

mempunyai kekuatan hukum yang tepat, dan berlaku sejak saat 

berlangsungnya perkawinan. Pembatalan perkawinan tidak berlaku 

surut teirhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; 

suami atau isteri yang bertindak dengan cara yang baik, kecuali 

 
76 Melihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 26. 
77 Melihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 27. 
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terhadap harta benda, jika pembatalan didasarkan atas perkawinan 

lain yang lebih dahulu; dan orang ketiga lainnya, selama mereka 

memperoleh hak-hak mereka dengan cara yang baik sebelum 

keputusan tentang pembatalan perkawinan mempunyai keikuatan 

hukum teitap.  

e. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan  

Pasal 28 ayat (2) meineitapkan keiputusan peimbatalan peirkawi inan 

ti idak beirlaku surut teirhadap : anak-anak yang di ilahi irkan dalam 

peirkawi inan i itu, suami i atau i isteiri i yang beirti indak deingan Ii’ti ikad bai ik, 

keicuali i teirhadap harta beirsama, bi ila peimbatalan peirkawi inan 

di idasarkan atas adanya peirkawi inan lai in yang leibi ih dahulu; orang-

orang keiti iga lai innya ti idak teirmasuk yang teirseibut seibeilumnya, 

seipanjang meireika meimpeiroleih hak-hak deingan Ii’ti ikad bai ik seibeilum 

keiputusan teintang peimbatalan meimpunyai i keikuatan hukum yang 

teitap. 

Dari i i isi i pasal teirseibut dapat di iambi il keisi impulan bahwa, 

peimbatalan peirkawi inan ti idak meimbawa aki ibat hukum teirhadap 

keidudukan anak yang lahi ir seibeilum teirjadi inya peimbatalan 

peirkawi inan teirseibut, anak teitap beirkeidudukan seibagai i anak sah. Iia 

teitap meimpeiroleih haknya seibagai i anak bai ik teirhadap ayah, maupun 

i ibunya. 

Bahwa, suami i atau i isteiri i teitap meimpeiroleih haknya teirhadap apa-

apa yang teilah di ipeiroleihnya seibeilum atau seilama peirkawi inan, 
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keicuali i teirhadap harta beirsama, seipanjang suami i atau i isteiri i yang 

beirsangkutan beirti indak deingan Ii’ti ikad bai ik. Seilanjutnya undang-

undang peirkawi inan ti idak meingatur leibi ih lanjut teintang masalah 

peimbatalan peirkawi inan i ini i. 

 



 

57 
 

BAB III 

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA 

NOMOR 1331/Pdt.G/2023/PA.PBG 

A. Kewenangan Pengadilan 

Peiradi ilan Agama adalah salah satu dari i Peiradi ilan Neigara Iindoneisi ia 

yang sah, yang beirsi ifat khusus, yang beirweinang dalam jeini is peirkara 

teirteintu bagi i orang-orang yang beiragama Iislam di i Iindoneisi ia. Peingeirti ian 

Peiradi ilan Agama meinurut Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Pasal 1 i ialah 

peiradi ilan bagi i orang yang beiragama Iislam dan meirupakan salah satu 

peilaksana keikuasaan keihaki iman bagi i rakyat peincari i keiadi ilan yang 

beiragama Iislam meingeinai i peirkara peirdata teirteintu di iseibutkan dalam Pasal 

2 Undang-Undang i ini i (Pasal 2 di i ubah seisuai i deingan Undang-undang 

Nomor 3 Tahun 2006 teintang peirubahan atas Undang-undang Nomor 7 

Tahun 1989 teintang Peiradi ilan Agama).  

Meinurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 teintang 

peirubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 teintang Peiradi ilan 

Agama, Peingadi ilan Agama beirtugas dan beirweinang meimeiri iksa, meimutus 

dan meinyeileisai ikan peirkara-peirkara di i ti ingkat peirtama antara orang-orang 

yang beiragama Iislam di i bi idang peirkawi inan, keiwari isan, wasi iat, hi ibah, 

wakaf , zakat, i infaq, shadaqah dan eikonomi i syari i’ah. Deingan peineigasan 

keiweinangan Peiradi ilan Agama teirseibut di imaksudkan untuk meimbeiri ikan 

dasar hukum keipada peingadi ilan agama dalam meinyeileisai ikan peirkara 

teirteintu teirseibut. 



58 

 

 

Yang di imaksud deingan “antara orang-orang yang beiragama Iislam” 

adalah teirmasuk orang atau badan hukum yang deingan seindi iri inya 

meinundukkan di iri i deingan sukareila keipada hukum Iislam meingeinai i hal-hal 

yang meinjadi i keiweinangan Peiradi ilan Agama seisuai i deingan keiteintuan pasal 

i ini i.78 

Peingadi ilan Agama seibagai i salah satu peilaksana keikuasaan keihaki iman 

meimi iliiki i keiweinangan, bai ik iitu keiweinangan reilati if (reilati ivei compeiteincy) 

maupun keiweinangan absolut (absolutei compeiteincy). Keiweinangan  Absolut  

yai itu:  keikuasan Peingadi ilan yang beirhubungan deingan jeini is peirkara atau 

jeini is peingadi ilan atau ti ingkatan peingadi ilan lai inya. Maksud keiweinangan 

absolut di isiini i adalah keiweinangan yang di imi ili iki i oleih masi ing-masi ing 

leimbaga peiradi ilan dalam meimeiri iksa peirkara-peirkara teirteintu  yang ti idak 

dapat di ipeiri iksa oleih peiradi ilan yang lai in, bai ik dalam li ingkungan peiradi ilan 

yang sama, seipeirti i mi isalnya antara Peingadi ilan Agama deingan Peingadi ilan 

Ti inggi i Agama maupun dalam li ingkungan Leimbaga Peiradi ilan   yang lai in, 

mi isalnya antara Peingdi ilan Umum deingan Peingadi ilan Mi iliiteir atau deingan 

Peingadi ilan Tata Usaha Neigara. 

Keiweinangan Reilati if yai itu keikuasaan Peingadi ilan yang satu jeini is  dan 

satu tiingkatan, dalam peirbeidaanya deingan keikuasaan Peingadi ilan yang    

sama    jeini is    dan    sama ti ingkatan lai inya. Leibi ih jeilasnya keiweinangan 

Reilati if meirupakan keiweinangan peingadi ilan dalam meinangani i peirkara-

 
78 Elisa Adhayana, Pembatalan Nikah menurut Hukum Islam dan Akibat Hukumnya,  Tesis 

Universitas Diponegoro, 2006 
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peirkara bukan di ili ihat dari i jeini is peirkaranya teitapi i dari i wi ilayah  keikuasaan  

masi ing-masi ing Leimbaga Peiradi ilan teirseibut. Seibagai imana deifi ini isi i-deifi ini isii    

di iatas, sudah jeilas ti iap leimbaga peiradi ilan punya peimbagi ian peirkara-peirkara 

yang bi isa di iproseis pada masi ing-masi ing leimbaga Peiradi ilan.    Contohnya 

meingeinai i keiweinangan absolut Peingadi ilan Agama, dalam UU No 3 Tahun 

2006 Teintang Peirubahan atas UU No 7 Tahun 1989 teintang Peiradi ilan 

Agama di i BAB Ii teintang keiteintuan umum, khususnya Pasal 1  ayat (1) dan 

pasal 2,  yang  beirbunyi i “Peiradi ilan  Agama  adalah  Peiradi ilan  bagi i  bagi i 

orang-orang beiragama  Iislam” dan “Peiradi ilan Agama adalah salah satu 

peilaksanaan keikuasaan keihaki iman bagi i rakyat peincari i keiadi ilan yang 

beiragama Iislam meingeinai i peirkara Peirdata teirteintu seibagai imana  yang 

di imaksud dalam Undang-Undang i ini i”. Keimudahan di ipeirjeilas lagi i dalam 

BAB IiIiIi Pasal 49 Ayat (1) teintang keikuasaan Peingadi ilan, yang i isiinya 

adalah “Peiradi ilan Agama beirtugas dan beirweinang meimeiri iksa,   meimutus, 

dan meinyeileisai ikan peirkara-peirkara di iti ingkat peirtama antara  orang-orang 

yang beiragama Iislam di ibi idang: (a)Peirni ikahan, (b.) keiwari isan, wasi iat, dan 

hi ibah, (c.) waqaf,  zakat dan shadaqah, (d.) eikonomi i Syari i’a79 

Peingadi ilan dalam peirkara peirceirai ian di iposi isi ikan seibagai i i instansi i yang 

beirhak untuk meinjatuhkan peirceirai ian. Deingan beigi itu, i ikrar talak yang 

meinjadi i hak suami i baru di iucapkan kalau meindapat i izi in dari i Peingadi ilan. 

 
79  Andi Iswandi “ Pembatalan Perkawinan yang disebabkan Penipuan pada Pengadilan 

Agama” Qunani : Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam, Vol. 1, No. 02, 2021. 
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Ji ika di iliihat dari i hukum Iislam para ulama pada umumnya dalam 

meinyi ikapi i teirjadi inya peirceirai ian yakni i beirkeii ingi inan untuk meimpeirsuli it 

teirjadi inya peirceirai ian. Kalangan ulama Syi iah, meireika meimpeirsuli it 

teirjadi inya peirceirai ian deingan meinsyaratkan dua orang saksi i yang adi il untuk 

keiabsahan suatu peirceirai ian. Kalangan ulama Syi iah yang meiwaji ibkan dua 

orang saksi i untuk sahnya peirceirai ian leibi ih kuat dan maslahat. Hal i ini i juga 

meimpeirsuli it peiluang jatuhnya talak dan dalam peirkeimbangannya 

peirundangan neigara-neigara musli im meiwaji ibkan talak di i deipan si idang 

peingadi ilan yang sudah pasti i diisaksi ikan oleih seikurangnya dua orang saksi i . 

Hal i ini i seijalan deingan peirundang-undangan (qānūn), hampi ir seimua 

leigi islasi i di i neigara musli im meingharuskan peirceirai ian di i muka peingadi ilan, 

hal i ini i langsung atau ti idak langsung bi isa di imaknai i seibagai i beintuk 

‘keimeinangan’ peindapat yang meinyaratkan keiharusan saksi i dalam 

peirceirai ian. Kareina meingharuskan i ikrar talak di i deipan si idang peingadi ilan 

jeilas leibi ih dari i seikeidar meingundang dua orang saksi i, kareina di i si idang 

peingadi ilan pali ing ti idak akan di isaksi ikan oleih majli is hakiim, pani iteira, 

pasangan atau yang meiwaki ili i, keiluarga dan lai in-lai in.80 

 

B. Ratio Decidendi Hakim sebagai Dasar Putusan pengadilan 

Rati io deici ideindi i meirupakan bagi ian dari i peirti imbangan hukum seibagai i 

dasar atau alasan yang meineintukan di iambi ilnya putusan yang di irumuskan 

dalam amar. Bagi ian i ini i tiidak dapat di ipi isahkan dari i amar putusan dan 

 
80 M. Afandi, “Hukum Perceraian di Indonesia: Studi Komparatif anatara fikih 

konvensional, UU Kontemporer di Indonesia dan Negara Muslim perspektif HAM ...”, Al Ahwal 

Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2014.   
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meimpunyai i keikuatan meingi ikat seicara hukum, dan dapat di irumuskan 

seibagai i kai idah hukum.81 

Seilai in i itu peingeirti ian rati io deici ideindi i atau peirti imbangan haki im adalah 

alasan haki im yang di igunakan oleih haki im seibagai i bahan peirti imbangan 

hukum yang meinjadi i dasar seibeilum meimutuskan peirkara, Rati io deici ideindi i 

meirupakan abstraksi i hi ikmah di i bali ik kasus yang di iputus di i masa lampau 

lalu di iteirapkan pada masa seilanjutnya. Meinurut J.W Harri is, bahwa 

keisi impulan yang beirsi ifat eifeikti if dan uni iveirsal dari i beirbagai i masalah yang 

ti idak teirteira aturan-aturan khusus maka haki im meingambi il suatu tiindakan 

transfomati if deingan meimpeirti imbangkan seisuai i deingan keibutuhan dan 

reiali itas. 

Dua fungsi i rati io deici ideindi i dalam duni ia peiradi ilan sangat peinti ing 

seibagai i sarana dalam meinyatakan peimi iki iran teirkai it probleimati ika konfli ik 

hukum yang teirjadi i dii masyarakat. Keidudukan ratiio deici ideindi i dapat 

meinjadi i rujukan dasar logi ika dalam suatu peirkara, rati io deici ideindi i 

meindasari i adanya suatu putusan arti inya, rati io deici ideindi i dapat di ii ikuti i oleih 

peingadi ilan-peingadi ilan lai in di i masa yang akan datang. Oleih kareina i itu, rati io 

deici ideindi i meimi ili iki i keidudukan yang kuat dalam meineintukan i inteirpreitasi i 

hukum dan meimbeiri ikan keipasti ian hukum. Seicara jeilas dan akurat rati io 

deici ideindi i dapat meimbeiri ikan panduan seicara jeilas bagi i para pi ihak yang 

 
81  Hakiki, YR, & Taufiqurrahman,. … Based on The Ratio of Decidendi & Obiter Dictum 

Constitutional Court Decision: Gagasan Penataan Legislasi Nasional Berbasis Ratio Decidendi dan 

Obiter Dictum …. Jurnal Konstitusi, jurnalkonstitusi.mkri.id, 2023, hlm 81. 
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teirli ibat seirta dapat meimbantu dalam peingeimbangan dan konsi isteinsi i si isteim 

hukum.82 

 

C. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 

1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg 

1. Subjek Hukum Dalam Kasus Permohonan Pembatalan Perkawinan 

No. 1331/Pdt.G/2023/Pa.Pbg 

Peirkara peirdata yang teilah di ipeiri iksa dan di iadi ili i oleih Peingadi ilan 

Agama Purbali ingga pada ti ingkat peirtama, teilah meinjatuhkan putusan 

peirkara peimbatalan  peirkawi inan yang di iajukan oleih: 

Peimohon, usi ia 51 tahun, beiragama Iislam, peindi idi ikan S Ii, 

peikeirjaan PNS deingan jabatan  Keipala KUA Purbali ingga, teimpat 

ti ingga di i Dusun Keiti iban Rt 01 Rw 08, Deisa Tamansari i Keicamatan 

Karangmoncol Kabupatein Purbali ingga, yang beirkeidudukan seibagai i 

peimohon. 

Teirmohon Ii, beirusi ia 32 tahun yang beiragama Iislam dan beikeirja 

seibagai i karyawan swasta deingan peindi idi ikan teirakhi ir Seikolah Lanjutan 

Ti ingkat Peirtama (SLTP), yang beiralamat di i kabupatein purbali ingga. 

Beirkeidudukan seibagai i Teirmohon Ii. 

Teirmohon IiIi, beirumur 27 tahun yang beiragama i islam dan beikeirja 

seibagai i kari iyawan swasta deingan peindi idi ikan teirakhi ir Seikolah 

 
82 Missleini, M, & Wulan, ER. The Principle Of Justice Ratio Decidendi Of The Judge In 

Decision Number 813 K/PID2-23. Jurnal Hukum Sehasen, jurnal.unived.ac.id, 2024, hlm 186. 
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Lanjutan Ti ingkat Peirtama (SLTP), yang beiralamat di i kabupatein 

Purbali ingga. 

2. Duduk Perkara Permohonan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan 

Agama Purbalingga No. 1331/Pdt.G/2023/Pa.Pbg 

Kasus yang teirjadi i dalam putusan Peingadi ilan Agma Purbali ingga 

Nomor 1331/Pdt.G/2023/Pa.Pbg, meirupakan kasus meingeinai i 

Peimalsuan pada peirkara Peimbatalan Peirkawi inan. Peimalsuan yang 

di imaksud diisi ini i adalah Peimalsuan Akta Ceirai i. Di imana Akta Ceirai i para 

pi ihak juga tiidak meingeitahui i bahwa Akta Ceirai i i itu palsu. Untuk 

meingeitahui i leibi ih deitai ilnya teintang Peimalsuan Akta Ceirai i pada peirkara 

Peimbatalan Peirkawi inan yang teirdapat pada putusan Peingadi ilan Agama 

Purbali ingga Nomor 1331/Pdt.G/2023/Pa.Pbg peinuli is akan 

meindeiskri ipsi ikannya, seibagai i beiri ikut83: 

Pada tanggal 24 Juli i 2023 Peimohon meingajukan peirmohonan 

peimbatalan peirkawi inan antara Teirmohon Ii dan Teirmohon IiIi ke i 

Peingadi ilan Agama Purbali ingga. Peimohon di isi inii beirkeidudukan seibagai i 

Keipala Kantor Urusan Agama (KUA) Purbali ingga yang beirumur 51 

tahun. Teirmohon Ii di isi ini i adalah pasangan baru dari i Teirmohon IiIi, 

seidangkan Teirmohon IiIi di isi ini i adalah seiseiorang yang di ianggap 

meilakukan peimalsuan Akta Ceirai i dan i istri i dari i Teirmohon Ii. 

Peirmasalahan muncul keiti ika Peimohon meingeiceik keimbali i beirkas 

peirsyaratan mi ili ik Teirmohon Ii dan Teirmohon IiIi, di imana saat meilakukan 

 
83 Melihat Tetapan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1331/Pdt.G/2023/Pa. Pbg.   
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peingeiceikan ulang i itu Peimohon meineimukan keijanggalan pada Akta 

Ceirai i Teirmohon IiIi. Pada peingeiceikan peirtama Peimohon tiidak teili iti i 

dalam meimeiri iksa beirkas peirsyaratan peirkawi inan dari i Teirmohon Ii dan 

Teirmohon IiIi kareina Peimohon meirasa keileilahan. Peimohon keiti ika i itu 

baru pulang dari i Bi imteik Biinwi in dii Solo, seilai in iitu banyak layanan 

peimeiri iksaan peinganti in lai in, dan layanan peirni ikahan di i luar kota. 

Seibeilumya pada tanggal xxxx Teirmohon Ii dan Teirmohon IiIi 

meindaftarkan peirkawi inannya seicara meindadak, dan Teirmohon IiIi 

beilum meileingkapi i saliinan putusan peigadi ilan. Status Teirmohon Ii saat 

i itu adalah Jeijaka dan status Teirmohon IiIi adalah seiorang janda deingan 

meilampi irkan bukti i Kartu Tanda Peinduduk (KTP), Kartu Keiluarga 

(KK), dan Akta Ceirai i. Seilanjutnya, Peimohon meiloloskan beirkas 

peirkawi inan Teirmohon Ii dan Teirmohon IiIi deingan syarat seiteilah 

meini ikah Teirmohon IiIi harus meileingkapi i sali inan putusan peingadi ilan . 

Meingeitahui i keijanggalan pada Akta Ceirai i Teirmohon IiIi, Peimohon 

meimanggi il Teirmohon Ii dan Teirmohon IiIi yang keiti ika i itu statusnya 

sudah meinjadi i pasangan suami i i istri i. Peimohon meimbeiri itahukan keipada 

para Teirmohon bahwa teirdapat keijanggalan pada Akta Ceirai i Teirmohon 

IiIi, keimudi ian Peimohon meinyuruh para Teirmohon untuk meilakukan 

konfi irmasi i atas Akta Ceirai i teirseibut kei Peingadi ilan Agama Purbali igga. 

Seiteilah di i Konfi irmasi i oleih Teirmohon Ii dan Teirmohon IiIi kei Peingadi ilan 
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Agama Purbali ingga pada tanggal 20 Julii 2023 teirnyata Akta Ceirai i 

Teirmohon IiIi Palsu.84 

3. Alat Bukti Pada Kasus Pembatalan Perkawinan No 1331/Pdt.G/ 

2023/Pa.Pbg. 

Seibagai i bukti i peindukung dan peinguat teirhadap dali il peirmohonan 

peimohon, peimohon meingajukan alat bukti i beirupa surat keipada 

Peingadi ilan Agama Purbali innga. Adapun jumlah buktii surat yang di i 

seirahkan peimohon kei Peingadi ilan Agama seibanyak 7 (tujuh) leimbar. 

Buktii-bukti i surat yang teirlampi ir dalam beirkas teirbagi i dalam dokume in 

i ideinti itas reismi i dan dokumein hukum . 

Dari i alat bukti i yang di iajukan peimohon dalam peirmohonan peirkara 

peimbatalan peirkawi inan oleih pasangan Teirmohon Ii  dan IiIi yang masuk 

dalam dokumein i ideinti itas reismi i

85: Peirtama, fotokopi i  Kartu Tanda 

Peinduduk (KTP) mi iliik Peimohon deingan nomor i induk 

keiwarganeigaraan xxxxxx yang di ikeiluarkan oleih Peimeiri intah Daeirah 

Kabupatein Purbali ingga pada tanggal xxxx, di iseibut buktii P.1.; Keidua, 

Fotokopi i Bi iodata Peinduduk WNIi dari i Teirmohon Ii Ni ik xxx yang 

di ikeiluarkan oleih Keipala Di inas Keipeindudukan dan Peincatatan Si ipi il 

Kabupatein Purbali ingga pada tanggal xxxx.di iseibut bukti i  P.2; Keitiiga,  

fotokopi i Kartu Tanda Peinduduk mi iliik Teirmohon IiIi Ni ik xxx produk 

dari i Peimeiri intah Daeirah Kab. Purbali ingga pada tanggal xxx. Di iseibut 

 
84 Melihat Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1331/Pdt.G/2023/Pa. Pbg.  
85 Melihat Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1331/Pdt.G/2023/Pa. Pbg.   
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bukti i P.3; Keieimpat,  Fotokopi i Kartu Keiluarga atas nama keipala 

keiluarga teirmohon IiIi Nomor xxxxx yang diikeiluarkan oleih Plt. Keipala 

Di inas Keipeindudukan dan Peincatatan Si ipi il Kabupatein Purbali ingga 

pada tanggal xxxx di iseibut buktii P.4. 

Seilai in i itu, yang teirmasuk dalam dokumein hukum yang di iajukan 

oleih Peimohon seibagai i peinguat dali il peirkara yai itu : Peirtama, Fotokopi i 

Kuti ipan Akta Ceirai i Nomor xxxx atas nama Pasangan Lama dan 

Teirmohon IiIi yang di iteirbi itkan oleih Pani iteira Peingadi ilan Agama Bogor 

pada tanggal xxx. di iseibut buktii P.5; Keidua, Fotokopi i Surat Nomor xxx, 

hasi il peingeiceikan Akta Ceirai i, yang di ikeiluarkan oleih An. Keitua. 

Pani iteira Peingadi ilan Agama Bogor tanggal xxx. yang di iseibut bukti i P.6.; 

Keiti iga, Fotokopi i Buku Ni ikah Nomor xxxx mi ili ik Teirmohon Ii dan 

Teirmohon IiIi yang di iteirbi itkan oleih Kantor Urusan Agama Kabupatein 

Purbali ingga pada taggal xxx. yang di iseibut bukti i P.7.  

4. Pertimbangan Hakim dalam Kasus Permohonan Pembatalan 

Pekawinan No 1331/Pdt.G/2023/Pa.Pbg 

Dalam meimutuskan peirkara No 1331/Pdt.G/2023/Pa.Pbg, meinurut 

peinuli is haki im Peingadi ilan Agama Purbali igga meini imbang beibeirapa hal, 

antara lai in:86 

Peirtama, beirupa Alat Bukti i. Dalam meimpeirti imbangkan alat buktii 

yang di ibeiri ikan oleih Peimohon, Haki im meingacu pada keiteintuan Pasal 

165 HIiR. Surat (Aktei) yang sah, i ialah suatu surat yang di ipeirbuat 

 
86 Melihat Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1331/Pdt.G/2023/Pa. Pbg.   
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deimi iki ian oleih atau dii hadapan peigawai i umum yang beirkuasa untuk 

meimbuatnya meinjadi i bukti i yang cukup bagi i keidua beilah pi ihak dan ahli i 

wari isnya dan seikaliian orang yang meindapat hak dari ipadanya teintang seigala hal 

yang di iseibut di i dalam surat i itu dan juga teintang yang ada dalam surat 

i itu seibagai i peimbeiri itahuan sahaya, dalam hal teirakhi ir i ini i hanya ji ika 

yang di ibeiri itahukan i itu beirhubungan langsung deingan peiri ihal pada surat 

(aktei) i itu.87  

Buktii yang diiseirahkanya pada Peingadi ilan beirjumlah 7 buah surat. Buktii P.1 

beiri isi i i ideinti itas Peimohon; Buktii P.2 beiri isi i teintang i ideinti itas Teirmohon 

Ii; Bukti i P.3 dan P.4 beiri isi i meingeinai i i ideinti itas Teirmohon IiIi yang 

beirstatus ceirai i hi idup; Bukti i P.5 beiri isi i peinjeilasan meingeinai i tanggal 

teirjadi inya peirceirai ian antara Teirhomon IiIi deingan Pasangan Lamanya; 

Buktii P.6 meinjeilaskan meingeinai i Peingadi ilan Agama Bogor ti idak 

peirnah meineiri ima, meimeiri iksa dan meimutus peirkara ceirai i  yang 

di iajukan oleih Nama Pasangan Lama meilawan Teirmohon IiIi dan Akta 

Ceirai i mi ili ik Teirmohon IiIi bukan produk dari i Peingadi ilan Agama Boor; 

Buktii P.7 meinjeilaskan teintang Teirmohon Ii dan IiIi yang teilah 

meilangsungkann peirkawi inan pada tangal xxx, dan teircatat pada kantor 

Urusan Agama Kabupatein  Purbali ingga. 

Keidua, yai itu beirupa Fakta Hukum. Dari i alat bukti i yang di ibeiri ikan 

kei Peingadi ilan Agama teirbukti i fakta hukum bahwa Peimohon, 

 
87 Cek Hukum, Pasal 165 HIR, https://cekhukum.com/pasal-165-hir-herzien-inlandsch-

reglement/ , diakses pada 15.14 Wib, 23 Mei 2024. 
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Teirmohon Ii, Teirmohon IiIi beirteimpat ti inggal di i wi ilayah yuri idi iksi i 

Peingadi ilan Agama Purbali ingga. Bahwa Teirmohon Ii dan Teirmohon IiIi 

teilah meilangsungkan peirkawi inan pada tanggal xxx, dan teircatat pada 

Kantor Urusan Agama Purbali ingga. Bahwa saat meindaftarkan 

Peirkawi inan status Teirmohon Ii adalah jeijaka dan status Teirmohon IiIi 

adalah janda ceirai i hi idup deingan bukti i surat KTP, KK, dan Akta Ceirai i. 

Dari i Peingadi ilan Agama Bogor tiidak peirnah meineiri ima, meimeiri iksa, 

meimutus peirkara ceirai i yang di iajukan oleih Nama Pasangan Lama dan 

Teirmohon IiIi. Akta Ceirai i Nomor xxx/AC/2016/PA. Bgr tanggal xxx 

yang beirdasar pada putusan Nomor xxx/Pdt.G/2016/Pa.Bgr tanggal xxx 

bukan produk Peingadi ilan Agama Bogor. 

Keiti iga, peirtiimbangan yang di ili ihat haki im adalah Peingakuan Teirmohon. Dalam 

meinjawab dali il peirmohonan peimohon pada poi in 8, bahwa ti idak 

di ibeinarkan Teirmohon Ii dan IiIi meimbohongi i Peimohon seilaku Keipala 

Kantor Urusan Agama, Teirmohon IiIi ti idak meingeitahui i bahwa akta ceirai i 

teirseibut palsu, kareina saat proseis peirceirai ian Teirmohon IiIi ti idak peirnah 

meinghadi iri i peirsi idangan, tiidak peirnah meineiri ima panggi ilan untuk 

meinhadi iri i peirsi idangan di i Peingadi ilan Agama Bogor. Teirmohon IiIi 

hanya meineiri ima akta ceirai i yang di ikeiluarkan oleih Peigadi ilan Agama 

Bogor yang diibeiri ikan oleih suami i Teirmohon IiIi atas nama Pasanga 

Lama. Hal i ini i yang meimbuat Teirmohon IiIi yaki in bahwa akta ceirai i yang 

di ibeiri ikan adalah sah. 
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Keieimpat, yang meinjadi i peirti imbangan adalah Pasangan Lama. Akta 

Ceirai i yang palsu meinjadi i tanda bahwa Teirmohon IiIi deingan Pasangan 

Lamanya beilum seicara hukum beirpi isah. Peirkawi ina keidua antara 

Teirmohon IiIi dan Ii seicara hukum neigara batal dan di ianggap ti idak 

peirnah teirjadi i. Meingi ingat pada Pasal 9 Undang-Undang No 1 Tahun 

1974 teintang Peirkawi inan seibagai imana yang teilah di iubah deingan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Teintang Peirubahan Atas 

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Teintang peirkawi inan, ”seiseiorang 

yang masi ih teiri ikat tali i peirkawi inan deingan orang lai in, tiidak dapat kawi in 

lagi i” dan pada pasal 71 huruf b Kompi ilasi i Hukum Iislam ’’peirkawi inan 

dapat di ibatalkan apabi ila peireimpuan yang di ikawi ini i teirnyata di ikeitahui i 

masi ih meinjadi i i istri i pri ia lai in”. 

5. Amar Putusan dalam Kasus Permohonan Pembatalan Pekawinan No 

1331/Pdt.G/2023/Pa.Pbg 

Beirdasarkan dali il dan alat buktii dari i peimohon, peimohon meimohon 

agar Peingadi ilan Agama Purbali ingga meimbeiri ikan putusan seibagai i 

beiri ikut. Peirtama, meingabulkan peirmohonan peimohon; Keidua, 

meimbatalkan peirkawi inan antara Teirmohon Ii dan Teirmohon IiIi yang 

di ilangsungkan di i Kantor Urusan Agama Karangmoncol 2 pada tanggal 

xxx; Keiti iga, meinyatakan Akta Ni ikah dan Kuti ipan Akta Ni ikah Nomor 

xxxx tanggal xxxx yang di ikeiluarkan oleih Kantor Urusan Agama 

Karangmoncol 2 ti idak beirkeikuatan hukum/ batal deimi i hukum; 

Keieimpat, meimbeibankan biiaya peirkara keipada peimohon; Keili ima, 
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apabi ila peingadi ilan beirpeindapat lai in , mohon peineitapan yang seiadi il-

adi ilnya.  

Dalam peirkara peirmohonan peimbatalan ni ikah deingan nomor 

peirkara 1331/Pdt.G/2023/Pa.Pbg diiputuskan bahwa. Peirtama, bahwa 

Peingadi ilan Agama Purbali ingga meingabulkan peirmohonan Peimohon; 

Keidua, Peingadi ilan Agama Purbali ingga meinyatakan bahwa peirkawi inan 

antara Teirmohon Ii dan IiIi yang di ilangsungkan di i Kantor Urusan Agama 

Karangmoncol 2 Kabupatein Purbali igga tangga xxx adalah Batal; 

Keiti iga, Peingadi ilan Agama Purbali ingga meinyatakan Akta Ni ikah dan 

Kuti ipan Akta Ni ikah Nomor xxxxxx Tanggal xxxxx yang di ikeiluarkan 

oleih Kantor Urusan Agama Kabupatein Purbali ingga atas nama 

Teirmohon Ii dan IiIi i itu Ti idak Beirkeikuatan Hukum; Keieimpat, Peingadi ilan 

Agama Purbali ingga meimbeibankan kseiluruh bi iaya peirkara keipada 

Peimohon.88

 
88 Melihat Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1331/Pdt.G/2023/Pa. Pbg.   
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BAB IV 

ANALISIS RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM PEMBATALAN 

PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN AKTA CERAI 

Peirkawi inan adalah akad yang sangat kuat atau mi ii itsaqan ghaliizhan, diimana 

seiorang wani ita dan seiorang pri ia seiteilah meilakukan akad peirkawi inan akan 

meilahi irkan seibuah i ikatan lahi ir bati in deingan tujuan meimbeintuk keiluarga (rumah 

tangga) yang bahagi ia dan keikal. Ungkapan akad yang teirjadi i dalam peirkawi inan 

meinumbuhkan seibuah peirjanji ian yang beirsi ifat keipeirdataan. 

Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, peirkawi inan 

di ikatakan sah, apabi ila di ilakukan meinurut hukum agamanya dan keipeircayaannya 

masi ing-masi ing. Dalam tatanan hukum di i Iindoneisi ia, hukum meimi ili iki i beibeirapa 

fungsi i, yang salah satunya beirfugsi i seibagai i alat untuk keiteirti iban dan keiteiraturan 

masyarakat. Hal i ini i seinada deingan reigulasi i peirkawi inan yang ada di i Iindoneisi ia, 

di imana seiti iap calon pasangan yang heindak meini ikah harus meimeinuhi i syarat 

mateiri ii il dan formi ii il yang teircantum dalam undang-undang peirkawi inan. 

Peimabatalan peirkawi inan adalah ti indakan peimutusan akad, kareina dalam 

peirni ikahan teirdapat hal-hal yang tiidak di ipeinuhi i dalam seibuah peirni ikahan. Pasal 22 

Undang-Undang Peirkawi inan tahun 1974 di iteirangkan bahwa peieirkawi inan dapat 

di ibatalkan apabi ila para pi ihak ti idak meimeinuhi i syarat-syarat untuk meilangsungkan 

peirkawi inan. Peimbatalan peirkawi inan ti idak bi isa seimbarangan untuk di iajukan, 

kareina meimi ili iki i aki ibat hukum yang meili ibatkan para pi ihak,salah satunya adalah 

teirdapat suami i i istri i. Dalam hal i ini i yang beirweinang untuk meilakukan peimbatalan 

peirkawi inan adalah peingadi ilan yang beirada dalam satu wi ilayah yuri idi iksi i deingan 
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calon pasangan atau teimpat teirjadi inya peirkawi inan. Peingadi ilan meirupakan seibuah 

i instansi i yang beirweinang meimeiri iksa, meimutus dan meinyeileisai ikan suatu peirkara. 

Peinyeileisai ian peirkara untuk  orang-orang yang bukan beiragama Iislam beirada di i 

Peingadi ilan Neigeiri i, seidangkan untuk orang-orang yang beiragama Iislam beirada di i 

Peingadi ilan Agama. 

Dalam meinyeileisai ikan suatu peirkara haki im peingadi ilan harus meimbeiri ikan 

putusan yang meingandung niilai i keiadi ilan. Ni ilai i keiadi ilan meinjadi i i icon dari i tujuan 

di iteigakkannya hukum dalam suatu neigara. Meili ihat dari i hal i ini i, peinuli is beirpeindapat 

bahwa keiadi ilan dalam suatu peirsi idangan dapat di irai ih deingan meimpeirti imbangkan 

fakta keijadi ian dan alat bukti i yang ada. Peirti imbangan hukum atau rati io deici ideindii 

i ini i meinjadi i sangat peinti inga kareina meinjadi i sarana dalam meinuyatakan peimi ikiiran 

teirkai it probleimati ika konfli ik hukum yang seidang teirjadi i. Deingan deimi iki ian, hasi il 

peineili iti ian i ini i akan meimbahas leibi ih lanjut meingeinai i bagai imana rati io deici ideindi i 

haki im dalam suatu peirkara peimbatalan peirkawi inan yang teirjadi i di i Peingadi ilan 

Agama Purbali ingga kareina akta ceirai i, seirta i impliikasi i dari i peimbatalan peirkawi inan 

yang di iaki ibatkan oleih putusan peingadi ilan teirhadap status suamii i istri i yang di itiinjau 

dari i hukum posi iti if.  

A. Ratio Decidendi Hakim Dalam Pembatalan Perkawinan Akibat 

Pemalsuan Akta Cerai pada putusan Nomor:1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg 

Dalam Undang-Undang Neigara Reipubli ik Iindoneisi ia Nomor 1 Tahun 

1974 beirkai itan Peirkawi inan di ijeilaskan meingeinai i teirjadi inya peimbatalan 

pada seibuah peirkawi inan yang di iatur di i pasal 22KHIi hi ingga pasal 28 KHIi. 

Pasal-pasal di iatas beiri isi i peiraturan seiputar peirsoalan peirkara peimbatalan 
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peirkawi inan. Peirkawi inan dapat di ibatalkan Ji ika para pi ihak yang teirkai it ti idak 

meincukupi i peirsyaratan dan beiragam rukun-rukun yang di iaturkan deingan 

maksud untuk meini ikah maka peirkawi inannya sangat beirhak untuk 

di ilakukan peimbatalan oleih i instansi i yang beirweinang.89 

Seilai in iitu pula diipaparkan meingeinai i orang-orang dalam undang-

undang yang bi isa meimbeiri ikan peirmohonan untuk meilakukan peimbatalan 

ni ikah di iantaranya pi ihak keiluarga yang masuk gari is keiturunan lurus kei atas 

dari i suami i atau iistri i, bai ik piihak suami i maupun pi ihak i istrii, peijabat yang 

meimi iliiki i keiweinangan ji ika saat peirkawi inan beilum di ilakukan peimutusan dan 

seiti iap orang yang meimi ili iki i urusan hukum pada peirkawi inan teirseibut, namun 

di ilakukan ji ikalau peirkawi inan yang teirlaksana teilah putus. Daeirah atau jarak 

rumah meimi ili iki i peingaruh akan sah atau ti idaknya seibuah peirkara yang 

di imohonkan keipada Peingadi ilan Agama dalam kawasan hukum keiti ika  

peirkawi inan teirjadi i atau rumah dari i pi ihak suami i maupun pi ihak i istri i.90 

Seibab lai in yang meinjadi i faktor dari i ceilahnya seiseiorang dapat 

meingajukan peirmohonan peirkara peimbatalan peirkawi inan antara lai in bi isa 

kareina peirni ikahan yang di ilangsungkan i itu teirjadi i di ihadapan peigawai i  

peincatat peirkawi inan yang ti idak meimi ili ikii keiweinangan, meinghadi irkan para 

wali i peirni ikahan yang ti idak seisuai i deingan peiraturan undang-undang, atau 

mungki in malah tiidak meinghadi irkan saksi i seiorang laki i-laki i yang beirjumlah 

 
89Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan tambahan 

UndangUndang Perkawinan dan Undang-Undang Pokok Agraria, (Jakarta: Pradnya Paramitha) 
h.544. 

90 Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. hlm.544. 
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2 orang dalam seibuah peirkawi inan, alhasi il hal i ini i bi isa meinjadi i ceilah teirjadii 

peirmohonan peimbatalan peirkawi inan yang harus meilakukan akad baru 

untuk meireismi ikannya. Seilai in i itu, bai ik suami i ataupun pi ihak i istri i biisa saja 

untuk meilakukan peirmohonan peimbatalan peirkawi inan apabi ila peirkawi inan 

yang teirjadi i di irasa saat peilaksanaannya teirjadi i di ibawah ancaman yang hal 

teirseibut teirjadi i peilanggaran hukum, keimudi ian di imungki inkan teirjadi i 

keikeili iruan atas di iri i suami i ataupun di iri i i istri i. Ji ika hal i ini i teirjadi i undang-

undang meimbeiri i waktu seilama 6 bulan dari i peirni ikahan untuk bi isa 

di ilakukan peingajuan peimbatalan peirkawi inan.  

Terdapat rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam 

melangsungkan sebuah perkawinan agar perkawinannya dikatakan sah, jika 

syarat maupun rukun tidak terpenuhi maka perkawinan yang berlangsung 

berakibat dapat dibatalkan oleh para pihak yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan perkawinan. Pembatalan perkawinan terbagi dalam 

dua bentuk yaitu dapat dibatalkan serta yang batal demi hukum. Kategori 

pembatalan perkawinan yang terdapat di hukum Islam masuk dalam 

kategori fasakh yang memiliki arti  membatalkan ataupun merusakkan. 

Fasakha ataupun fasakh menurut bahasa berarti rusak dan batal. Batal disini 

yaitu rusaknya sebuah hukum yang lahir terhadap suatu perbuatan 

seseorang, disebabkan tidak terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan, 

seperti halnya yang ditentukan oleh syara’. Dengan demikian, fasakh adalah 
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salah satu sebab putusnya perkawinan yang merusakkan atau membatalkan 

ikatan perkawinan yang telah berlangsung.91 

Selain daripada perceraian yang menjadi putusnya perkawinan, 

kematian, dan putusan hakim juga termasuk dalam alasan putusnya 

hubungan perkawinan. Alasan putusnya perkawinan karena putusan 

pengadilan bisa terjadi dikarenakan oleh sebuah pembatalan pada suatu 

perkawinan. Jika merujuk pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

diatur mengenai perkawinan bisa saja dilakukan pembatalan ketika pihak 

terkait tidak melakukan pemenuhan persyaratan dalam proses terjadinya 

perkawinan.   

Berkenaan dengan perkara yang penulis sedang teliti ini yaitu perihal 

perkara putusan permohonan pembatalan perkawinan di kawasan 

Pengadilan Agama Purbalingga. Hal ini dimulai dengan penjelasan 

deskripsi putusan perkara dari permohonan pembatalan perkawinan yang 

teregister dengan No.1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg, dalam kronologi perkara 

yang dipaparkan sebelumnya, dimana pada tanggal 24 Juli 2023 Pemohon 

mengajukan permohonan pembatalan perkawinan antara Termohon I dan 

Termohon II ke Pengadilan Agama Purbalingga. Pemohon disini 

berkedudukan sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Purbalingga. 

Termohon I disini adalah pasangan baru dari Termohon II sedangkan 

Termohon II disini adalah seseorang istri yang masih terikat dengan orang 

 
91 

 
Basyir, Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 

1967), h.78  
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lain. Permasalahan muncul ketika Pemohon mengecek kembali berkas 

persyaratan milik Termohon I dan Termohon II, dimana saat melakukan 

pengecekan ulang, Pemohon menemukan kejanggalan pada Akta Cerai 

Termohon II.  

Pemohon memanggil Termohon I dan Termohon II yang ketika itu 

statusnya sudah menjadi pasangan suami istri. Pemohon memberitahukan 

kepada para Termohon bahwa terdapat kejanggalan pada Akta Cerai 

Termohon II, kemudian Pemohon menyuruh para Termohon untuk 

melakukan konfirmasi atas Akta Cerai tersebut ke Pengadilan Agama 

Purbaligga. Setelah di konfirmasi oleh Termohon I dan Termohon II ke 

Pengadilan Agama Purbalingga pada tanggal 20 Juli 2023 ternyata Akta 

Cerai Termohon II Palsu.92 

Dalam duduk perkara yang dipaparkan sebelumnya, dimana pada 

tanggal 24 Juli 2023 Pemohon mengajukan permohonan pembatalan 

perkawinan antara Termohon I dan Termohon II ke Pengadilan Agama 

Purbalingga. Pemohon disini berkedudukan sebagai Kepala Kantor Urusan 

Agama (KUA) Purbalingga. Termohon I disini adalah pasangan baru dari 

Termohon II, sedangkan Termohon II disini adalah seseorang istri yang 

masih terikat dengan orang lain. Permasalahan muncul ketika Pemohon 

mengecek kembali berkas persyaratan milik Termohon I dan Termohon II, 

dimana saat melakukan pengecekan ulang  Pemohon menemukan 

kejanggalan pada Akta Cerai Termohon II.  

 
92 Melihat Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1331/Pdt.G/2023/Pa. Pbg.  
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Dalam kasus peimbatalan perkawinan ini pemohon yang 

berkedudukan sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) mengajukan 

surat permohonan pembatalan diwilayah Kantor PA. Purbalingga, yang 

kemudian di Kantor PA. Purbalingga kasus tersebut di putuskan dengan 

mengabulkan permohonan pemohon atau membatalkan perkawinan antara 

Termohon I dan Termohon II. 

Dalam kasus fasakh karena bukti perceraian yang palsu ini, Hakim 

Peingadiilan Agama Purbalingga mendasarkan pada beberapa 

pertimbangan.  

Pertama, alat bukti, dalam mempeirtimbangkan alat bukti yang 

diberikan oleh Pemohon, Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 165 HIR. 

Surat (Akte) yang sah, ialah suatu surat yang dibuat demikian oleh atau di 

hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya menjadi bukti 

yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang 

yang mendapat hak dari padanya tentang segala hal yang disebut di dalam 

surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan 

sahaya, dalam hal terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu 

berhubungan langsung dengan perihal pada surat (akte) itu.  

Kedua, fakta kejadian, bahwa Pemohon, Termohon I, Termohon II 

bertempat tinggal di wiilayah yuridiksi Pengadilan Agama Purbalingga. 

Bahwa Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan perkawinan pada 

tanggal xxx, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Purbalingga. Bahwa 

saat mendaftarkan Perkawinan status Termohon I adalah jejaka dan status 
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Termohon II adalah janda cerai hidup dengan bukti surat KTP, KK, dan 

Akta Cerai. dari Peingadilan Agama Bogor tidak pernah menerima, 

memeriksa, memutus perkara cerai yang diajukan oleh Nama Pasangan 

Lama dan Termohon II. Akta Cerai Nomor xxx/AC/2016/PA. Bgr tanggal 

xxx yang berdasar pada putusan Nomor xxx/Pdt.G/2016/Pa.Bgr tanggal xxx 

bukan produk Peingadilan Agama Bogor. 

Ketiga, Pengakuan Termohon, dalam menjawab dalil permohonan 

pemohon pada poin 8, bahwa tidak dibenarkan Termohon I dan II 

membohongi Pemohon selaku Kepala Kantor Urusan Agama, Termohon II 

tidak mengetahui bahwa akta cerai tersebut palsu, karena saat proses 

perceraian Termohon II tidak pernah menghadiri persidangan, tidak pernah 

menerima panggilan untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Agama 

Bogor. Termohon II hanya menerima akta cerai yang dikeluarkan oleh 

Pengadilan Agama Bogor yang diberikan oleh suami Termohon II atas 

nama Pasanga Lama. Hal ini yang membuat Termohon II yakin bahwa akta 

cerai yang diberikan adalah sah.  

Keempat, Fakta hukum, Akta Cerai yang palsu menjadi tanda bahwa 

Termohon II dengan Pasangan Lamanya belum secara hukum berpisah. 

Perkawinan kedua antara Termohon II dan I secara hukum negara batal dan 

dianggap tidak pernah terjadi. Mengingat pada Pasal 9 Undang-Undang No 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.  
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Dari beberapa poin pertimbangan yang menjadi dasar putusan Hakim 

Pengadilan Agama Purbalingga, peneiliti menyimpulkan bahwa dasar 

terkuat yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Purbalingga dalam 

membuat sebuah putusan adalah berdasarkan pada poin alat bukti yang 

diajukan oleh Pemohon. Adapun alat bukti yang diajukan oleh Pemohon 

sebagai dasar penguatan dalil perkara permohonan yang diajukan adalah 

berupa alat bukti surat. Alat bukti Surat yang diserahkan ke Pengadilan 

Agama Purbalingga, antara lain Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, 

Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia Teirmohon I, 

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon II, Fotokopi Kartu Keluarga 

Termohon II, Fotokopi Kutipan Akta Cerai Termohon II dengan Pasangan 

Lama, Fotokopii surat hasil pengecekan Akta Cerai, dan Fotokopi Buku 

Nikah Nomor xxxx Termohon I dan Teirmohon II. 

Bukti-bukti surat menjadi fokusnya hakim sebagai dasar jatuhnya 

putusan, yaitu seperti pada alat bukti P.7 (Akta Nikah Termohon I dan 

Termohon II), bukti P.6 (Surat hasil pengecekan akta cerai), bukti P.3 (Kartu 

Tanda Penduduk Termohon II), bukti P.4 (Kartu Keluarga Termohon II), 

bukti P.5 ( Akta Cerai Termohon II dengan Pasangan Lama).  

Alat bukti yang menjadi pertimbangan hakim sudah terbukti 

kebenarannya, dan hal ini sejalan dengan bunyi pasal 165 HIR. Dalam pasal 

165 HIR disebutkan bahwa Akta autentik yaitu suatu akta yang dibuat oleh 

atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dan merupakan 

bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka 
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yang mendapat hak dari padanya tentang apa yang tercantum di dalamnya 

sebagai pemberitahuan. Alat bukti berupa surat yang digunakan hakim 

dalam mendasarkan putusannya itu berisikan bahwa Termohon I dan 

Termohon II sudah menyelenggarakan pernikahan yang telah dicatat oleh 

Kantor Urusan Agama Purbalingga, bahwa Pengadilan Agama Bogor 

menyatakan tidak pernah menerima, mimeriksa dan memutus perkara cerai 

dari Pasangan Lama dan Termohon II, bahwa akta cerai yang dimiliki 

Termohon II bukan hasil dari Pengadilan Agama Bogor. 

Berdasarkan pertimbangan diatas, menurut penulis Hakim Pengadilan 

Agama Purbalingga sudah tepat dalam menyimpulkan bahwa pernikahan 

yang terjadi antara Termohon I dan Termohon II yang telah di catatkan di 

Kantor Urusan Agama (KUA) Purbalingga oleh Kepala Kantor Urusan 

Agama (KUA) Purbalingga telah terbukti melanggar ketentuan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dan penulis setuju 

dengan analisis hakim terhadap ratio decidendi yang digunakan karena dari 

situlah hakim menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon II 

dimana Termohon II yaitu masih terikat perkawinan yang sah dengan 

pasangan lamanya. Hal ini dinyatakan dengan kepalsuan dari akta cerai 

milik Termohon II. Hal ini serupa dengan surat An-Niisa ayat 24 tentang 

larangan menikahi wanita yang bersuami, dimana surat ini berbunyi “Dan 

(diharamkan juga mengawini) perempuan yang bersuami, kecuali budak-

budak yang kamu miliki”. 
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Selain itu, menurut penulis ratio decidendi hakim PA. Purbalingga 

pada kasus fasakh karena palsunya bukti cerai ini telah tepat dan sejalan 

dengan aturan perundang-undangan hukum yang berlaku pada pasal 9 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah 

diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang 

menyatakan bahwa seseorang yang masih terikat tali perkawinan atas 

dirinya dengan  orang lain, tidak dapat kawin lagi. Dalam pasal 71 huruf b 

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, menyatakan bahwa 

perkawinan dapat dibatalkan apabila perempuan yang dikawini ternyata 

dikemudian hari masih menjadi istri pria lain 

Dalam asas perkawinan diterangkan mengenai asas monogami 

dimana seorang pria hanya dibolehkan memiliki seorang istri dan seorang 

wanita hanya boleh memiliki satu suami. Selain itu terdapat juga asas tidak 

mengenal poliandri dalam asas perkawinan, dalam Pasal 3 Ayat 1 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan mengenai 

ketidakbolehan adanya poliandri, dimana seorang wanita hanya boleh 

memiliki seorang suami pada waktu bersamaan.  

Berangkat melalui fakta yang ditemukan penulis bisa diketahui bahwa 

setelah pemohon melakukan permohonannya ke pihak Pengadilan Agama 

untuk dilakukan agar dibatalkan saja perkawinan yang berlangsung antara 

pihak termohon I serta termohon II, maka Pengadilan dengan 

pertimbangannya mengabulkan permohonan yang diminta oleh pihak yang 
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berkedudukan sebagai pemohon. Dari hasil wawancara yang diperoleh 

penulis, dalam penjatuhan perkara  mempertimbangkan tentang bahaya jika 

perkawinan ini tidak dibatalkan maka diimungkinkan mendatangkan 

kemadharatan yang banyak sehingga kemaslahatan yang diimpikan tidak 

terjadi93. Sebab perceraian yang terjadi diluar sidang pengadilan maka 

perceraian dianggap tidak sah dan para pihak yang melakukannya pun tidak 

mendapatkan bukti cerai berupa akta cerai sebagai produknya, selain itu 

mereka juga tidak mendapat haknya yang telah diatur dalam undang-

undang. 

Berkaitan dengan hal diatas, maka akan menimbulkan salah satu 

dampak yang akan terjadi jika tidak dikabulkannya permohonan pembatalan 

oleh hakim, dampak yang dimaksud berupa peluang untuk oknum untuk 

melakukan pemalsuan pada setiap dokumen yang lainnya yang 

meinimbulkan penyepelean terhadap dokumen yang dibuat oleh negara, jika 

dilihat dari manfaatnya dokumen negara adalah surat penting yang 

kedudukannya bisa menjadi sebuah alat bukti yang mendukung dalam 

sebuah perkara di muka persidangan. Kemaslahatan yang menjadi 

pertimbangan hakim ini meimiliki dasar dengan kaidah 

الْمَصَالِحِ  جَلْبِ  عَلَى مُقَدَّم   الْمَفَاسِدِ  دَرْءُ     

Yang arti inya meinolak keimadharatan leibi ih di idahulukan dari i pada 

meimpeiroleih keimaslahatan. Hal i ini i seijalan deingan di ilaksanakannya 

 
93 93 Hasil wawancara dengan Bapak Nursidik, M.H., Hakim Pengadilan Agama 

Purbalingga pada Hari Kamis, 27 Juni 2024  
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peiraturan peimeiri intah meingeinai i peincatatan dan peimbukti ian peirkawi inan 

deingan meinyeirtakan akta ni ikah. Hal i ini i meinjadi i tuntutan dari i 

peirkeimbangan hukum dalam meiwujudkan keimaslahatan umum dalam 

seibuah masyarakat.94 

Seilai in i itu, meinurut anali isiis yang di ilakukan oleih peinuli is Haki im 

Peingadi ilan Agama Purbali ingga, seidah meingacu pada hukum posi iti if, yang 

meineitapkan peiraturan teintang jeini is bukti i yang di igunakan dalam 

peirsi idangan. Aki ibatnya, haki im sangat teiri ikat oleih buktii, seihi ingga meireika 

harus meimpeirti imbangkan bukti i yang sah saat meimbuat keiputusan.95 

Beirdasarkan peindapat dari i peinuli is, ji ika di ili ihat dari i hukum Iislam talak 

antara Teirmohon IiIi deingan Pasangan Lama teirseibut teilah teirjadi i, walaupun 

ti idak seicara Shari ih di iucapkan, namun deingan di iki iri imkannya akta ceirai i 

palsu kei Teirmohon IiIi dapat di iasumsi ikan bahwa Pasangan Lama sudah 

beirni iat meinceirai ikan Teirmohon IiIi. Ji ika di ili ihat dalam hukum Iislam keijadi ian 

teirseibut bi isa masuk dalam kateigori i talak ki inayah (samar), talak ki inayah 

yai itu talak yang jatuh keiti ika suami i dalam meinjatuhkan talaknya deingan 

kata-kata si indi iran yang meingandung makna talak dan harus diiseirtai i deingan 

ni iat dalam meinjatuhkannya. 96 Seihiingga dari i peinjeilasan i ini i dapat 

di isiimpulkan bahwa status Teirmohon IiIi ji ika di ili ihat dalam Hukum Iislam 

adalah janda. 

 
94 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) h. 30 
95 Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) h.60   
96 MA Safrizal and MA Karimuddin, Penetapan Jatuh Talak dalam Perspektif Hukum 

Positif Dan Fiqh Syafi'iyah, Jurnal Ilmiah Al Fikrah Vol. 1, No.2.2020.  
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Pada Pasal 123 KHIi di iseibutkan bahwa teirjadi inya peirceirai ian teirhi itung 

keiti ika peirceirai ian i itu di ikeimukaan di i deipan haki im dalam si idang peingadi ilan. 

97Putusnya peirkawi inan dapat di ibukti ikan hanya deingan surat keiteirangan 

beirceirai i beirupa akta ceirai i.  Jiika di iliihat dari i hukum iislam para ulama pada 

umumnya dalam meinyi ikapi i teirjadi inya peirceirai ian yakni i beirkeii ingi inan untuk 

meimpeirsuli it teirjadi inya peirceirai ian. Kalangan ulama Syiiah yang 

meiwaji ibkan dua orang saksi i untuk sahnya peirceirai ian leibi ih kuat dan 

maslahat. Hal i ini i juga meimpeirsuli it peiluang jatuhnya talak dan dalam 

peirkeimbangannya peirundangan neigara-neigara musliim meiwaji ibkan talak dii 

deipan si idang peingadi ilan yang sudah pasti i di isaksi ikan oleih seikurangnya dua 

orang saksi i

98. 

Hal i ini i seijalan deingan peirundang-undangan (qānūn), hampi ir seimua 

leigi islasi i di i neigara musli im meingharuskan peirceirai ian di i muka peingadi ilan, 

hal i ini i langsung atau ti idak langsung bi isa di imaknai i seibagai i beintuk 

‘keimeinangan’ peindapat yang meinyaratkan keiharusan saksi i dalam 

peirceirai ian. Kareina meingharuskan i ikrar talak di i deipan si idang peingadi ilan 

jeilas leibi ih dari i seikeidar meingundang dua orang saksi i, kareina di i si idang 

peingadi ilan pali ing ti idak akan di isaksi ikan oleih majeli is haki im, pani iteira, 

pasangan atau yang meiwaki ili i, keiluarga dan lai in-lai in. Jadi i, dalam 

peirmasalahan peirceirai ian di iantara Teirmohon IiIi deingan pasangan lamanya, 

meinurut peinuli is adalah peirceirai ian yang teirjadi i beilum sah, kareina hal i inii 

 
97 Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam.  
98 A Trigiyatno, "Persaksian Talak: Perspektif Ulama Sunni dan Syi'ah Imamiyah", Al-

Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam (ejournal.uinsaizu.ac.id, 2020). 
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ti idak seijalan deingan para kalangan ulama syi iah dan peiraturan peirundang-

undangan yang beirlaku di i Iindoneisi ia. 

Jadi i, dari i peirti imbangan yang meinjadi i alasan haki im untuk meimutus 

peirkara peimbatalan peirkawi inan kareina peimalsuan akta ceirai i deingan nomor 

peirkara 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg meinurut peinuli is sudah teipat kareina pada 

dasarnya meimang suatu peirkawi inan ti idak boleih teirjadi i seilama masi ih 

teirjadi inya atau beirlangsungnya i ikatan deingan pasangan lama yang sah. Hal 

i ini i juga seisuai i deingan asas dalam hukum peirkawi inan, yai itu asas monogami i 

dan asas peirkawi inan yang ti idak meimandang poli iandri i. Seilai in i itu, dalam 

konteiks hukum i islam peirni ikahan antara Teirmohon IiIi deingan Teirmohon Ii 

di ikatakan sah dan boleih untuk meini ikah, namun beirbeida deingan hukum 

posi itiif yang meinyatakan bahwa seiseiorang ti idak boleih meini ikah lagi i seilama 

beilum di itunjukkanya Akta Ceirai i, dalam akta ceirai i i ini ilah yang di ini ilai i oleih 

Haki im Peingadi ilan Agama Purbali ingga i itu palsu, seihi ingga peirkawi inan yang 

teirjadi i antara Teirmohon IiIi dan Teirmohon IiIi batal, kareina syarat yang 

di iteintukan oleih peiraturan peirundang-undangan ti idak di ipeinuhi i atau 

di ipalsukan. 

Namun jauh dari i pada i itu peinuli is meimbeiri ikan beibeirapa catatan. 

Peirtama, meingeinai i i iddah (waktu tunggu), meisti inya Haki im Peingadi ilan 

Agama Purbali ingga ti idak hanya beirfokus pada keikuatan alat bukti i teitapi i 

juga meimpeirti imbangkan fakta hukum, fakta hukum yang peinuliis maksud 

adalah fakta hukum yang teirjadi i meingeinai i peirkawi inan antara Teirmohon Ii 

dan Teirmohon IiIi. Fakta Hukum i ini i meinjadi i peinti ing untuk meimeitakan 
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adakah massa i iddah Teirmohon IiIi. Fakta i iddah meinjadi i peinti ing kareina 

fungsi i i iddah untuk meingeitahui i beirsi ih ti idaknya seiorang rahi im peireimpuan, 

seibagai i masa i ihdad (beirkabung), dan seibagai i masa reikonsi ili iasi i (proseis 

meimbangun keimbali i hubungan yang teilah rusak, yang tanpanya seiseiorang 

ti idak akan dapat beirfungsi i keimbali i deingan bai ik dalam seigala di imeinsi inya99.  

Keidua, dari i fakta hukum yang di ijeilaskan di iatas maka bi isa di ili ihat 

kronologi i peirkaranya, mi isalkan antara peirkawi inan dan peimbatalan 

peirkawi inan yang beirjarak beibeirapa hari i apakah meimungki inkan teirjadi inya 

dukhul. Seihi ingga, ji ika teirjadi i dukhul maka poteinsi i atau keimungki inan yang 

teirjadi i aki ibat dari i peirkawi inan akan beiraki ibat salah satunya teirhadap anak 

yang di ilahi irkan dari i peirni ikahan antara Teirmohon Ii dan Teirmohon IiIi.  

Keiti iga, diili ihat dari i unsur ni iat. Hal i ini i meinurut peinuli is juga meinjadii 

masalah, kareina seimeistiinya keiti ika pasangan lama beirni iat untuk 

meinceirai ikan Teirmohon IiIi (ni iat meini ipu yang diisi impulkan peinuli is seibagaii 

ni iat dari i Pasangan Lama untuk meinceirai ikan Teirmohon IiIi) maka ni iat i itu 

meilalui i wawancara oleih hakiim peingadi ilan agama i itu teirmasuk deingan talak 

ki inayah. Hal i ini i seimeisti inya bi isa meinjadi i peirti imbangan Haki im Peingadi ilan 

Agama untu meimanggi il pasangan lama teirseibut. Hal iini i beirtujuan agar 

peimasalahan yang teirjadi i biisa seicara jeilas untuk di iiideinti ifi ikasi i, seihi ingga 

dapat di isi impiilkan oleih peinuli is bahwa cara pandang Haki im Peingadi ilan 

Agama beirsi ifat progreisi if (meingutamakan keiadi ilan dan ni ilai i moral 

 
99 W Nuroniyah, "Diskursus' Iddah Berpersepktif Gender: Membaca Ulang'Iddah dengan 

Metode Dalalah al-Nass", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam (ejournal.uinsaizu.ac.id, 2018). 
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manusi ia), hukum yang progreisi if adalah hukum yang ti idak meimandang 

status quo (keiadaan yang ada) dalam hukum. Meinggunakan status a quo 

dalam putusan sama halnya deingan beirpi iki iran bahwa manusi ia untuk hukum 

bukan hukum untuk manusi ia. 

B. Implikasi Pembatalan Perkawinan  Pada Putusan Perkara Nomor: 

1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg Terhadap Status Perkawinan Dalam Hukum 

Positif 

Haki ikat seibeinarnya bahwa peirkawi inan bi isa di ilakukan peimbatalan 

di ikareinakan ti idak sahnya suatu peirkawi inan, keiti idak sah an i ini i teirjadi i aki ibat 

teirdapat peirteintangan di i dalam Hukum Posi iti if, seilai in i itu juga di iseibabkan 

kareina rukun dan syarat sahnya peirkawi inan  ti idak teirpeinuhi inya. Satu-

satunya peingadi ilan yang dapat meimbatalkan peirkawi inan adalah Peingadi ilan 

Agama bagi i meireika yang meini ikah seicara Iislam dan Peingadi ilan Neigeiri i bagi i 

meireika yang meini ikah seicara non-Iislam. Iini i di ilakukan untuk meinceigah 

peimbatalan peirkawi inan oleih pi ihak di i luar peingadi ilan, seipeirti i suami i-i isteiri i, 

anak-anak, atau orang lai in.  

Di ili ihat dari i Kompi ilasi i Hukum Iislam, fasakh adalah beintuk 

konseikueinsi i atas di iteintangnya larangan peirkawi inan, di imana peimbatalan 

peirkawi inan di ibeidakan meinjadi i 2 (dua), yai itu batal deimi i hukum yang 

di ilandaskan pada alasan adanya peilanggaran teirhadap larangan peirkawi inan 

dan dapat di ibatalkan yang di ilandaskan pada alasan adanya peilanggaran 

teirhadap peirsyaratan peirkawi inan100.  

 
100 Melihat Pasal 70-76 KHI.  
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Peingadi ilan Agama Purbali ingga yang meineirbi itkan putusan 

peimbatalan peirkawi inan, maka keibatalan bagi i peirkawi inan teirseibut hanya 

seicara admi ini istrati if saja, dalam arti i peimbatalan akan beirkai itan deingan ti idak 

lagi i di iakui inya peirkawi inan teirseibut, teirmasuk di ianggap ti idak peirnah 

teirbi itnya produk-produk hukum yang peirnah ti imbul dari i peirkawi inan, 

seipeirti i Akta Ni ikah dan sali inan Akta Ni ikah. Seigala aki ibat yang peirnah 

ti imbul dari i peirkawi inan yang teilah di ibatalkan teirseibut meinjadi i ti idak 

meindapat keipasti ian hukum. Peimbatalan peirkawi inan ti idak meinjadi ikan 

peirkawi inan ti idak sah teirjadi i seipanjang peirkawi inan teirseibut meimang beinar-

beinar teilah seisuai i deingan syarat dan rukun peirkawi inan meinurut Agama 

Iislam. Deingan beigi itu, meiski ipun peirkawi inan teilah di ibatalkan meilaluii 

putusan Peingadi ilan Agama, peirkawi inan teirseibut teitap sah teirjadi i seicara 

hukum Iislam meiski ipun tanpa adanya peincatatan.101 

Seipeirti i peinjeilasan yang di ijeilaskan pada paragraf seibeilumnya, maka 

peinuli is meineigaskan bahwa peirni ikahan Teirmohon Ii dan Teirmohon IiIi dalam 

peirkara no 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg iini i teirgolong dalam peirkawi inan yang 

dapat di ibatalkan, dan peimbatalannyapun hanya seicara admi ini istrati if saja, 

dan status peirkawi inannya ti idak lagi i diiakui i lagi i, dan produk yang teirbi it darii 

peirni ikahan teirseibut ti idak meimiili iki i keikuatan hukum lagii, namun seicara 

hukum i islam peirni ikahan Teirmohon Ii dan Teirmohon IiIi teirmasuk peirni ikahan 

yang sah walaupun tanpa peincatatan. 

 
101 Maureen Masya Artina, Djanuardi, dan Eidy Sandra. Keabsahan Pengajuan 

Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Akta Cerai, Jurnal Syariah dan Hukum Islam, Vol. 7, No. 

2, 2022. 
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Meinurut hukum Iislam, meilaksanakan akad peirkawi inan yang ti idak 

seisuai i deingan keiteintuan yang di iteitapkan oleih syari i'at adalah peirbuatan 

yang si ia-si ia, bahkan di ianggap seibagai i peirbuatan yang meilanggar hukum 

dan harus di iceigah oleih si iapa pun yang meingeitahui inya atau deingan cara lai in 

meingeitahui inya. Iini i kareina akad peirkawi inan di ianggap seibagai i 

peirbuatan hukum yang meilanggar hukum dan meingandung aki ibat dan 

konseikueinsi i teirteintu. 102 

Bagi i si iapa saja yang meingeitahui i maupun para pi ihak yang beirweinang 

seisuai i deingan peiratuan hukum posiiti if bahwa peirni ikahan yang di ilakukan 

teirdapat cacat hukum di iseibabkan ti idak teirpeinuhi inya atau teirabai ikannya 

rukun atau syarat yang di iteintukan, maka di ihukumi i waji ib  untuk meilakukan 

peingajuan peimbatalan peirkawi inan keipada i instansi i yang ranah beirweinang, 

dalam hal i inii adalah ranah Peingadi ilan Agama untuk para  pi ihak yang 

beiragam Iislam dan meimi ili ikii keipeinti ingan.   

Beirlakunya peimbatalan peirkawi inan di imulai i seiteilah keiputusan 

Peingadi ilan Agama meimpunyai i keikuatan hukum teitap dan beirlaku seijak 

saat beirlangsungnya peirkawi inan (Pasal 74 KHIi), namun apabi ila 

peimbatalan peirkawi inan kareina ti idak teirpeinuhi inya syarat formi il peirkawi inan 

dan seiteilah putusan peimbatalan peirkawi inan para pi ihak meimutuskan untuk 

keimbali i beirsatu ti idak deingan cara rujuk teitapi i deingan cara akad baru lagii 

yang rukun dan syarat kawi innya di ipeinuhi i, maka dalam hal i ini i ti idak 

 
102 Ahmad Supandi Patampari, Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut 

Hukum Islam, Al-Syakhshiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Vol. 2, No. 2 , 

2020. hlm. 9. 
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meingurangi i bi ilangan talak seihi ingga suami i teitap meimpunyai i keiseimpatan 

ti iga kali i talak.   

Pada dasarnya suatu akad seipeirti i akad ni ikah bi ilamana teirnyata batal, 

ti idak meimpunyai i aki ibat hukum. Akad ni ikah seipeirti i i itu hanya teirwujud pada 

lahi irnya saja, seidangkan meinurut hukum Iislam di ianggap ti idak ada sama 

seikali i. Namun kadang-kadang di iseibabkan adanya akad ni ikah yang ti idak 

meincukupi i keiteintuan-keiteintuan syari i’at i itu, teirjadi i hubungan antara suamii 

i isteiri i yang ada kai itannya deingan aspeik lai in. Miisalnya teilah beirseinggama. 

Di i si inii teirdapat beibeirapa masalah lai innya yang beirkai itan langsung deingan 

hubungan seiksual teirseibut, yai itu masalah apakah peirbuatan i itu di ianggap 

zi ina atau ti idak di ianggap zi ina, dan ji ika meinghasi ilkan anak, apakah anak i itu 

di ianggap anak zi ina atau bukan anak zi ina.103  

Peirkawi inan yang putus aki ibat batal deimi i hukum maupun dapat 

di ibatalkan deirdasarkan hukum yang teiri ikat dalam putusan peingadi ilan, dan 

teilah di inyatakan bahwa putusan i itu meimi iliiki i keikuatan hukum teitap maka 

beiraki ibat peirkawi inan yang seimula teirjali in teirseibut di iteitapkan batal dan 

ti idak meimi ili ikii poweir hukum. Di ikareinakan peirkawi inan di iantara Teirmohon 

Ii deingan Teirmohon IiIi seicara hukumnya di inyatakan ti idak sah, jadi i beirkai itan 

deingan akta ni ikah yang meirupakan produk dari i KUA Keicamatan 

Karangmoncol 2 Nomor XXX teirtanggal XXX i itu diiputuskan ti idak 

meimi iliiki i poweir hukum. Hal i ini i pun ti idak beirlaku surut bagi i :  

 
103 Effendi Satria, Mimbar Hukum, (Jakarta: Al Hikmah dan Ditbinbapera Islam,1997) 

h.126. 
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a. Seiti iap anak yang lahi ir dari i peirkawi inan yang batal,  

b.  Iiti ikad bai ik dari i ti indakan yang di ilakukan oleih suami i i istrti i, 

di ikeicuali ikan pada harta yang di ikumpulkan beirsama, ji ika 

peimbatalan yang di ilakukan beirdasarkan atas adanya peirkawi inan 

lai in yang leibi ih dahulu.  

c. Orang keiti iga yang ti idak teirmasuk dalam kateigori i poi int a dan b 

seilama orang keiti iga meindapatkan seiti iap hak deingan i iti ikad bai ik 

seibeilum jatuhnya putusan meingeinai i peimbatalan meimpunyai i 

keikuatan hukum teitap. Hal i ini i teirtuang dalam pasal 28 ayat (2) 

Undang-undang peirkawi inan jo. Pasal 75 Kompi ilasi i Hukum Iislam. 

Walaupun sebuah perkawinan telah dibatalkan, namun tetap memiliki 

akibat dari segi keperdataan antara lain:  

a. Bagi suami isteri, konsekuensi yang ditimbulkan dari suatu 

perkawinan yang dibatalkan, yaitu perkawinan yang terjalin 

ditetapkan batal saat jatuhnya putusan dari Pengadilan Agama yang 

memiliki kekuatan hukum tetap.  

b. Bagi setiap anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dibatalkan, 

maka konsekuensi yang timbul berkaitan dengan status anaknya, 

yaitu dihukumi seibagai anak yang sah dan memiliki hubungan 

keperdataan dengan orang tuanya dengan syarat perkawinan itu 

sudah dilakukan itikad baik dari suami isteri kedua-duanya. Hal ini 

sejalan dengan Hukum Positif pasal 95 Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata.  
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c. Adapun konsekuensi lain yang timbul akibat dilakukakannya 

pembatalan, jika terdapat kemungkinan kemungkinan yang 

diantaranya terdapat ketidaktahuan maupun kekhilafan ataupun 

ketidak sengajaan sementara belum terjadi dukhul maka perkawinan 

yang terjadi harus dilakukan pembatalan, dan pelaku perkawinan itu 

dianggap tidak berdosa. Namun jika diketahui telah ba’da dukhul 

maka dukhul itu di hukumi sebagai Wathi’ syubhat dan buka 

dipandang sebagai perilaku zina, pelaku perkawinan pun tidak 

dijatuhi sanksi perzinahan. Bagi suami isteri yang pernikahannya 

dibatalkan maka status keduanya kembali ke posisi awal dan 

pernikahan yang dilangsungkan pun dianggap tidak pernah ada. 

Sehingga jika dilihat dalam perkara ini, posisi Termohon I kembali 

pada statusnya yaitu jejaka, begitupun dengan Termohon II  yang 

statusnya kembali ke isteri yang masih terikat hubungan dengan 

orang lain dalam hal ini Pasangan Lama.  

Masa iddah juga harus dilakukan untuk isteri yang perkawinannya 

dilakukan pembatalan. Hal ini dipertegas dengan hasil wawancara penulis 

dengan Hakim Pengadilan Agama Purbalingga Bapak Nursidik, M.H. 

beliau menjelaskan bahwa terdapat masa iddah untuk perkawinan yang 

dibatalkan karena hal itu termasuk dalam putusnya perkawinan yang 

tercantum juga dalam Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam yaitu “ waktu 

iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh, dan li’an 
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berlaku iddah talak”. Penghitungan masa iddah tergantung pada apakah 

Termohon II itu hamil , atau masiih haid.104 

Apabi ila para pi ihak yang teirli ibat peimbatalan peirkawi inan beirkeii ingi inan 

untuk keimbali i beirsama, maka hukumnya di ipeirboleihkan teitapi i harus 

meimeinuhi i syarat untuk beirceirai i seicara reismi i teirleibi ih dahulu antara 

Teirmohon IiIi deingan Pasangan Lamanya agar meindapatkan produk 

peingadi ilan beirupa akta ceirai i, seiteilah meimi ili iki i akta ceirai i yang Teirmohon Ii 

dan Teirmohon IiIi dapat meilakukan peirni ikahan keimbali i deingan akad yang 

baru. Rujuk bukan meinjadi i solusi i kareina peirkara i ini i bukan peirkara 

peirceirai ian, dan hukum fasakh yang teirjadi i dalam peirkara i ini i di ihukumi i sama 

deingan talak Ba’i in shugra yai itu talak yang di ijatuhkan oleih Peingadi ilan 

Agama.  

Di ilakukannya peimbatalan peirkawi inan oleih Peingadi ilan meinjadi i buktii 

teirdapatnya putusan yang meinyatakan bahwa peirkawi inan yang teirjadi i diianggap ti idak 

sah. Aki ibat hukum dari i peimbatalan peirkawi inan teirseibut adalah bahwa 

peirkawi inan meinjadi i putus dan bagi i para pi ihak yang di ibatalkan 

peirkawi inannya keimbali i kei status seimula kareina peirkawi inan teirseibut 

di ianggap ti idak peirnah ada dan para pi ihak teirseibut ti idak meimpunyai i 

hubungan hukum lagi i deingan keirabat dan beikas suami i maupun i isteiri i. 

Beigi itupun dalam si impulan wawancara deingan Bapak Nursi idi ik, i impli ikasi i 

dari i peimbatalan peirkawi inan i ini i yang diilakukan oleih Peingadi ilan Agama 

 
104 Hasil wawancara dengan Bapak Nursidik, M.H. Hakim Pengadilan Agama 

Purbalingga, hari Kamis, 27 Juni 2024.   
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Purbali ingga, yai itu peirkawi inan yang sudah di ibatalkan putus, 

di ibeirlakukanya massa i iddah, dan peimbeirlakukannya peimbayaran mahar.105 

 

 

 

 

 
105 Hasil wawancara dengan Bapak Nursidik, M.H. Hakim Pengadilan Agama Purbalingga, 

hari Kamis, 27 Juni 2024.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Beirdasarkan urai ian jawaban rumusan masalah di iatas, maka peinuli is 

dapat meinyi impulkan seibagai i beiri ikut : 

1. Bahwa beirdasarkan anali isiis peineili iti ian, peinuli is meinyi impulkan 

dalam peirkara nomor 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg Haki im 

peingadi ilan Agama Purbali ingga meinyatakan putusannya deingan 

beirdasar pada rati io deici ideindi i, beirupa alat bukti i surat yang 

di iseirahkan oleih Peimohon yang beirkeidudukan seibagai i Keipala 

KUA untuk meindukung dali il peirmohonannya. Dalam 

peinyeirahan alat bukti i beirupa surat , haki im meineimukan fakta 

keijadi ian dan fakta hukum seibagai i rati io deici ideindi i lai in yang 

meinguatkan dalam meingabulkan peirmohonan peimbatalan 

peirkawi inan. Beirangkat dari i alat bukti i surat yang meinjadi i dasar 

ratiio deici ideindi i, haki im meini ilai i bahwa  peirkawi inan yang teirjadi i 

i ini i, meilanggar syarat-syarat peirkawi inan yai itu pasal 9 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Teintang Peirkawi inan yang 

meinyatakan bahwa seiseiorang yang masi ih teiri ikat tali i peirkawi inan 

atas di iri inya deingan  orang lai in, ti idak dapat kawi in lagi i. Pasal 71 

huruf b Kompi ilasii Hukum Iislam di i Iindoneisi ia Tahun 1991, 

meinyatakan bahwa peirkawi inan dapat di ibatalkan apabi ila 

peireimpuan yang di ikawi ini i teirnyata di ikeimudi ian hari i masi ih 
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meinjadi i i istrii pri ia lai in. Peinuli is meini ilai i bahwa bangun ratiio 

deici ideindi i haki im dalam meimutuskan peirkara nomor 

1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg i ini i hanya meini ilai i aspeik formal 

keiabsahan akta ceirai i yang bukan produk dari i Peingadi ilan Agama 

Bogor, dan ti idak meili ihat substansi i peirkara peimbatalan 

peirkawi inan, padahal ji ika peirkawi inan i itu teilah diiputuskan 

teirdapat konseikueinsi i-konseikueinsi i hukum, seipeirti i masa i iddah, 

anak yang di ilahi irkan, keipeirdataan di iantara pasangan. 

2. Deimi iki ian pula i impli ikasi i peimbatalan peirkawi inan  pada putusan 

peirkara nomor: 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg teirhadap status 

peirkawi inan dalam hukum posiiti if. Undang – Undang ti idak 

meimbeidakan i impli ikasi i dari i peirkawi inan yang dapat di ibatalkan 

deingan peirkawi inan yang batal. Teirhadap suami i i isteiri i, aki ibat 

hukum yang ti imbul dari i suatu peirkawi inan yang di ibatalkan 

adalah peirkawi inan teirseibut di inyatakan batal seijak adanya 

putusan dari i Peingadi ilan Agama yang meimpunyai i keikuatan 

hukum teitap. Status suami i i istri i yang peirkawi inannya di ibatalkan 

statusnya keimbali i seipeirti i keiadaan seimula seibeilum teirjadi i 

peirkawi inan kareina peirkawi inan yang teilah di ilangsungkan 

di ianggap ti idak peirnah ada. Maka Teirmohon Ii keimbali i kei posi isi i 

seibeilumnya yai itu ti idak meimi iliiki i hubungan apapun, seidangkan 

deingan Teirmohon IiIi keimbali i keipada suami i peirtamanya seibagai i 

i istri i. 
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B. Saran 

1. Deingan adanya kasus peimbatalan peirkawi inan yang sudah teirjadi i di i 

peingadi ilan agama purbali ingga yang teirjadi i kareina keiti idakteili iti ian oleih 

peijabat ni ikah teirhadap peimeiri iksaan dan peineili iti ian beirkas peirkawi inan 

i ini i seibai iknya leibi ih teili itiiti i dan leibi ih di ikoreiksi i, jangan seibatas peircaya 

teirhadap data peirni ikahan yang teirlampi ir kareina di irasa data sudah seisuai i 

dan vali id, dan seibai iknya di ilakukan peimbukti ian leibi ih dahulu seibeilum 

meiloloskan peirsyaratan teirseibut, hal i ini i di imaksudkan agar dapat 

teirhi indar dari i peimbatalan teirhadap peirkawi inan yang teilah diilaksanakan 

seibeilumnya. 

2. Peimbeiri ian eidukasi i teirkai it jeini is-jeini is akta auteinti ik dan Leimbaga yang 

beirhak meineirbi itkankannya, seihi ingga masyarakat paham dan meingeirti i 

meingeinai i jeini is dan leimbaga yang beirweinang dalam peineirbi itan akta 

outeinti ik. 

3. Seibai iknya peimeiri intah leibi ih meimpeirkeitat dalam meingadakan 

peimeiri iksaan data-data seibeilum di ilakukan peirkawi inan yakni i meingeinai i 

status dan keiabsahan data masi ing-masi ing pi ihak yang akan 

meilangsungkan peirkawi inan seihi ingga ti idak teirjadi i hal-hal yang ti idak 

di ii ingiinkan, seipeirti i peirmi intaan untuk meimbatalkan peirni ikahan oleih 

pi ihak keiti iga. Untuk i itu peirlulah ki iranya pi ihak peineigak hukum 

meimbeiri ikan seirangkai ian keigi iatan yang beirsi ifat peimbeilajaran dan 

peinyuluhan hukum keipada masyarakat. 
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Lampiran 1 

Surat Izin Observasi 

 

  



 

 
 

Lampiran 2 

Surat Keterangan Telah Melakukan Observasi 

 

  



 

 
 

Lampiran 3 

Pedoman Wawancara 

 

Draf Pertanyaan Wawancara 

1. Apa implikasi dari perkawinan yang dibatalkan dari perkara nomor 

1331/Pdt.G/2023/Pa.Pbg terhadap status perkawinan mereka? 

2. Apakah ada masa iddah pasca pembatalan perkawinan yang terjadi? 

3. Apakah dalam memutuskan pembatalan perkawinan hakim 

mempertimbangkan tentang dukhul diantara keduanya? 

4. Apa yang mengindikasi bahwa akta cerai tersebut palsu? 

5. Bagaimana model dari akta cerai yang sah itu? 

6. Bagaimana pengadilan agama pbg membuktikan kalau akta cerai tersebut 

bukan produk dari pengadilan agama bogor? 

 

 

  



 

 
 

Lampiran 4 

Transkip Wawancara 

HASIL WAWANCARA  

SKRIPSI DENGAN JUDUL 

RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN 

AKIBAT PEMALSUAN AKTA CERAI (Studi Analisis Putusan Hakim 

Pengadilan Agama Nomor: 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg) 

Hasil wawancara dengan Bapak Nursidik, M. H. Selaku hakim Pengadilan Agama 

Purbalingga  pada hari Kamis 27 Juni 2024 

1. Apa implikasi dari perkawinan yang dibatalkan dari perkara nomor 

1331/Pdt.G/2023/Pa.Pbg terhadap status perkawinan mereka? 

Jawab : Resiko ataupun efek dari pembatalan itu ya otomatis perkawinan 

itu putus, kalo di undang-undang No. 1 Tahun 1974 kan , putusnya 

perkawinan disa karena perceraian, karena putusan pengadilan. Masuk salah 

satu ini dengan jalan pembatalan perkawinan itu menyebabkan perkawinan 

mereka menjadi putus berarti perkawinannya sudah putus gitu, sementara 

Termohon I dan Termohon II berarti perkawinan itu menjadi batal, putus 

sudah bukan suami istri lagi, statusnya kembali semula, Termohon I perjaka 

Termohon II menjadi seorang yang masih terikat dengan orang lain itu. 

Perbedaan antara putus perceraian dan pembatalan perkawinan itu kaya gitu 

tadi, statusnya kembali, artinya bahwa perkawinan dianggap tidak ada, tapi 

beginikan ada perkawinan batal dan dibatalkan demi hukum. Perkara ini 

termasuk perkara yang dibatalkan. Kalau batal demi hukum, perkawinan itu 

salah dilarang sejak awal, sebabnya misalnya persaudaraan, tapi kalau 

dibatalkan berarti syaratnya tidak terpenuhi kalu batal demi hukum berarti 

rukunnya. Misalnya seperti wali yang salah, persyaratan, tapi implikasinya 

sama bahwa perkawinan itu putus, tidak ada perkawinan, baik perkawinan 

yang dibatalkan/ batal. 

2. Apakah ada masa iddah pasca pembatalan perkawinan yang terjadi? 



 

 
 

Jawab : Ada.. karena itu termasuk putusnya perkawinan, lebih jelasnya di 

Pasal 155 KHI, khuluk, fasakh, li’an berlaku iddah talak, inikan termasuk 

fasakh batal, berarti ini berlaku juga untuk massa iddahnya, Masa iddahnya 

tergantung apakah dia masih haid, hamil, itukan beda-beda, sama seperti itu 

iddahnya jika masa iddahnya yaa..., kalo misalnya hamilkan berarti sampe 

melahirkan, kalo misalnya yang sedang haid paling ngga 90 hari. Jadi 

berlaku iddah bagi yang talak biasa sama. 

Tambahan : Jika terkait mahar itukan berlaku seperti perkawinan biasa 

kalo memang itu belum ditentukan yaa  tetep itu arus ditunaikan, karena itu 

syarat sebagi perkawinan, kan harus ada mahar. 

3. Apakah dalam memutuskan pembatalan perkawinan hakim 

mempertimbangkan tentang dukhul diantara keduanya? 

Jawab : Tergantung alasan  pembatalan perkawinan itu dan inikan, artinya 

gini kalo dari perkara ini, kalo perkara inikan kasusnya itu karena akta cerai 

palsu. Berkaitan dengan waktu itu kan nanti dihiyung kan ini istri dalam 

keadaan apa setelah itu, kalau istilah itukan bukan dipertimbangkan hakim, 

inikan nanti urusannya kalau mau menikah lagi di KUA, kalo untuk hakim 

itu ndak perlu dipertimbangkan, cuman inikan dicerita, cuman jika dikaitkan 

dengan anak, anak ini bisa dipertimbangkan pembatalan itu. Kalau sudah 

diputuskan berarti sudah selesai, putus cerai, tapi tidak mendapat akta cerai, 

karena dibatalkan berarti bukan cerai, berarti pernyataan buku nikahnya itu 

tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Tapi dia mendapatkan 

putusan itu dengan putusan itu dia tau bahwa perkawinannya itu batal tidak 

sah. 

4. Apa yang mengindikasi bahwa akta cerai tersebut palsu? 

Jawab : Jadi inikan yang tau KUA, dan KUA itukan bisa mengajukan 

pembatalan pernikahan, jadi yang tau kalau itu palsu tadinya itu kepala 

KUA, terus mengajukan kesini, karena memang wewenang sini, jadi 

laporan pembatalan sini dan kita juga punya, kaitannya dengan pertanyaan 

no. 6 kita mengadakaknk konfirmasi Ke PA Bogor yang mengeluarkan, kita 

adakan komunikasi kesana. Kita kemarin itu minta penjelasan ke PA. Bogor 



 

 
 

ternyata  dari PA. Bogor ada balasan, bahwa itu adalah palsu, karena PA 

Bogor tidak pernah mengeluarkan akta cerai atas nama itu dan itu semakin 

kuat, kalau itu memang palsu. Kejanggalan itu dirasa oleh pihak KUA 

kkarena kok engga ada putusannya, tapi biasanya kalau mau nikah lagi akta 

cerai iyu ditambah dengan salinan putusan.  

5. Bagaimana model dari akta cerai yang sah itu? 

Jawab : Sahnya akta cerai itu dilihat dari kopnya, marginnya, nomornya, 

tulisannya, dan siapa paniteranya. 

6. Bagaimana pengadilan agama pbg membuktikan kalau akta cerai tersebut 

bukan produk dari pengadilan agama bogor? 

Jawab :  Sama seperti yang sudah saya jelaskan di pertanyaan nomor 4 tadi 

yahh. 

 

 

 

  



 

 
 

Lampiran 5 

Dokumentasi 
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